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Kata Pengantar 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan 

lnformasi Hukum (JDIH). Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian 

Pertanian menghimpun informasi peraturan perundang-undangan 

bidang pertanian dalam bentuk katalog, lembar lepas dan abstraksi 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanian. 

Himpunan lnformasi dimaksud bertujuan untuk meningkatkan 

penyebarluasan peraturan perundang-undangan oleh Biro Hukum 

sebagai unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian 

Pertanian kepada unit kerja Eselon I sebagai sub unit jaringan 

dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian 

Pertanian . 

Harapan kami informasi peraturan perundang-undangan 1n1 dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. 
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KATALOG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

BIDANG PERTANIAN 

Indonesia, Kementerian Pertanian 

(Peraturan Perundang-undangan) 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110 j 12/2016 

Tanggal 19 Desember 2016, tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan 

Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 

Anggaran 2017- Jakarta, 2016 

LL : 8 Hal (29 Lampiran dan 24 Form) 

PEDOMAN- PENGELOLAAN & PENYALURAN- BANTUAN PEMERINTAH 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/ 12/2016 



PEDOMAN- PENGELOLAAN & PENYALURAN- BANTUAN PEMERINTAH 

2016 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/PermentanjRC.110/12/2016 

PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM 

PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP 

KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017 

ABSTRAK :- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pertanian tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan 

Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian 

Pertanian Tahun Anggaran 2017 . 

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 ten tang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; 

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

09jPermentanjOT.140/3/2013 ten tang Pedoman 

Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian. 

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

19 /Permentan/HK.140/ 4/2015 ten tang Rencana Strategis 

Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 . 

- Dalam Peraturan ini diatur mengenai : 

1. Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan 

Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 

Anggaran 2017 dimaksudkan sebagai dasar hukum 

pelaksanaan kegiatan bantuan Pemerintah di Pusat, 

daerah provinsi dan daerah kabupatenjkota dengan 

tujuan: 

a. meningkatkan pemahaman para perencana, pelaksana 

dan evaluator dalam menjalankan tugasnya; 
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b. meningkatkan koordinasi dan keterpaduan 

perencanaan dan anggaran pembangunan pertanian 

baik antar Pusat, Pusat-daerah maupun antar 

subsektor; 

c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, 

transparansi serta akuntabilitas pengelolaan bantuan 

Pemerintah lingkup kementerian; dan 

d . menjabarkan program pembangunan 

dalam kegiatan-kegiatan operasional 

dibiayai dari bantuan Pemerintah. 

2. Sasaran Peraturan Menteri ini untuk: 

pertanian ke 

yang dapat 

a. meningkatnya kualitas perencanaan program dan 

kegiatan pelaksanaan pembangunan pertanian; 

b. meningkatnya koordinasi dan keterpaduan 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

pertanian; 

c. meningkatnya efisiensi, efektivitas, ketertiban, 

transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan 

pembangunan pertanian; dan 

d . meningkatnya kualitas rancangan kegiatan operasional 

pelaksanaan pembangunan pertanian yang dapat 

dibiayai dari bantuan Pemerintah lingkup Kementerian 

Pertanian. 

3. Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi: 

a . penggunaan bantuan Pemerintah; 

b. program, kegiatan, da n output kegiatan bantuan 

Pemerintah; 

c. mekanisme pencmran dan penyaluran bantuan 

Pemerintah melalui transfer uang; 

d. mekanisme pengadaan dan penyaluran bantuan 

Pemerintah dalam bentuk barang; 

e. pembinaan dan pengendalian; dan 

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 

- Peraturan ini mula i berlaku pacta tanggal 1 Januari 2017. 
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1\1 ENTER I I)EWL\ NIA N 
REPl iBUK JNOONESIA 

PERATURAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: 62/Permentan/RC . 110/12/2016 

TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN 

PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN 

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

a . bahwa pembangunan sektor pertanian didukung olch 

masyarakat petani yang memerlukan pera n 

Pemerintah dalam mengelola usaha dibidang pertanian 

melalui pemberian bantuan Pemerintah; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 173/PMK.OS/2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 / PMK.OS 

/2015 ten tang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 

Bantuan Pemerintah pada Kementeria n 

Negara/Lembaga, perlu percepatan pelaksanaan 

kegiatan dan penyederhanaan pertanggungjawaban 

keuangan bantuan Pcmerintah; 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu 

rricnctapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang 

Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Ba ntuan 

Pcmcrintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 

Anggaran 2017; 



Men ginga t 1. 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

Keuangan Negara (Lembaran Negara 

ten tang 

Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tam bah an 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten ta n g 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha n Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenta ng 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Ta mbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembara n Negara Republik Indonesia Ta hun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lemba ran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, 

Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5433); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tan g 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta mba h a n 

Lembara n Nega ra Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah bebera pa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Unda n g Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

-... 
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7 . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Taht.m 

Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 59480); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tcntang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Ta mbahan Lembaran Negara l~e publik 

Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 lcntang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lemba ran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4816); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentan g 

Sistem Pengcndalian Intern Pemerinta h (Lcmba ran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nom or 127, 

Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia 

Nomor 4890); 

11. Peraturan Pem erintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5 165); 

12. Peraturan Pe rnerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pclaksanaan Anggaran Pendapatan cl a n 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 201 3 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 

13. Peratura n Presiden Nomor 54 Tahun 201 0 te nta n g 

Pengadaa n Barang/ J as a Pemerin tah se bagaiman a 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peratura n Presiden Nornor 54 Tahun 

20 10 tentan g Pengadaan Bara ng/ Jasa Pemerinla h; 
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14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95); 

17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 253); 

18. Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 

tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkata n 

Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014- 2019; 

19 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 

ten tang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 

Pemanfaa tan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan 

Barang Milik Negara; 

20 . Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 /Permenlan/ 

OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Penggun a 

Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA /B-W); 

21. Peraturan Menteri 

156/PMK.07 /2008 tentang 

Keuangan Nomor 

Pedoman Pengelolaan 

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 248/PMK.07 /2010 ten tang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 156 / PMK.07 /2008 ten tang Pcdoman 

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi da n Tugas 

Pembanluan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 660); 
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22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 /PMK. 

02 I 2011 ten tang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 

atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190IPMK. 

0512012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam 

Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 1191); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/ PMK.05 I 
2013 ten tang Bagan Akun Standar (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618); 

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 091Permentanl 

OT.140 I 312013 tentang Pedoman Administrasi 

Keuangan Kementerian Pertanian; 

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19IPermenLanl 

HK.140I412015 tentang Rencana Stratcgis 

Kcmenterian Pertanian Tahun 2015-2019; 

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

43IPermentaniOT.010I8I2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168IPMK. 

05 I 20 15 ten tang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 

Bantuan Pemerintah pacta Kementerian 

Negaral Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah cliubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1731 PMK. 

OS/20 16 ten tang Perubahan atas Peraturan Menten 

Kcuangan 

Mekanisme 

Nomor 1681 PMK.05120 15 

Pelaksanaan Anggaran 

ten tang 

Bantuan 

Pcmerintah pada Kementerian Negara j Lem baga 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1745); 
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29. Kcputusan Menteri Keuangan Nomor 171 /KMK.OS 

/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Pusat; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PEDOMAN 

UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN 

PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN 

TAHUN ANGGARAN 2017. 

( 1) 

(2) 

(3) 

Pasal 1 

Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Perta niDn 

diberikan kepada perorangan, kelompok / gabunga n 

kelompok/ lem baga. 

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pad a 

ayat ( 1) diberikan untuk m eningkatkan clay a / 

kemampuan dalam mengelol a d an mengembangkan 

usahajkegiatan secara mandiri dan berkelanjutan . 

Perora ngan, kelompok/ gabungan kelompokjlembaga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m eliputi . 

masyarakat yang memiliki usaha dibidang perta nian 

yan g d ikelola oleh petani a tau kelompok/ gabungan 

kelompok/lembaga Pertanian. 

Pasal 2 

Bantuan Pemerintah se bagaimana dimaksud cl a lam Pasal 1 

dapat diberikan berupa u an g dan barang/jasa m eliputi: 

a. pemberian penghargaan; 

b. bcasiswa; 

c. bantuan operasional; 

d. bantuan saranajprasarana; 

e. bantuan rchabilitasijpembangunan 

bangunan; danj a tau 

gedung/ 

f. bantuan lainnya yang rnemiliki karakteristik bnntu<ot n 

Pemerintah yan g ditetapka n oleh Pengguna Anggaran. 

---
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-
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Pasal 3 

Pengelolaan dan penyaluran bantuan Pemerintah 

sebagaimana dimaksud clalam Pasal 2 sesuai Pedoman 

Umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

ticlak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 4 

Ketentuan lebih lanjut mengenm pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan dan penyaluran bantuan Pemerintah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang bersifat teknis 

sesua1 karakteristik kegiatan eli unit kerja eselon 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Baclan ya ng 

bersangkutan selaku penanggungjawab program atas nama 

Menteri Pertanian. 

Pasal 5 

Ketentuan yang bersifat teknis sebagaimana climaksucl 

dalam Pasal 4 memuat: 

a . dasar hukum pemberian bantuan Pemerintah; 

b. tujuan penggunaan bantuan Pemerintah; 

c. pemberi bantuan Pemerintah; 

d. persyaratan pencrima bantuan Pemerintah; 

e. bentuk bantuan Pemerintah; 

f. rincian jumlah bantuan Pemerintah; 

g. tata kelola pencairan dana bantuan Pemerintah 

h. penyaluran dana bantuan Pemerintah; 

1. pertanggungjawaban bantuan Pemerintah; 

J. kententuan perpajakan; dan 

k. sanksi 

Pasal6 

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan dan 

penyaluran bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Pusat, Dekonsentrasi daerah provinsi, 

Tugas Pembantuan daerah provinsi dan Tugas Pemban1uan 

daerah kabupaten/ kota. 
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Pasal 7 

Peraturan Menteri 1111 mulai berlaku pad a 

t0nggal 1 Januari 2017. 

Ditetapkan di Jakarta 

padatanggal 19 Desember- 201() 

MENTER! PERTANJAN 

RE-fUBLIK INDONESIA, 

TTD 

1\MRl\N SULAIMAN 

Salirw n Pcratura n Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 

I. KcLua Bacl ::m Pcmeriksa Keuangan; 

2 Menlt: J·i I<oorclinator Bidang Perekonomian; 

~- Mentcri Koorclinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 

.c] Mcnlcri Kel.tangan; 

:> . Mcnlcri Percncanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

J>crc i1C8 n a~1 n Pem bangunan Nasional; 

C> McnLeri D ~l.l 8 m Ncgcri; 

7 . Di rc k! u r ,J c ncl e ral Anggaran, Kementerian Keuangan; 

,'~ Di rc kt ll , . . J enclcr31 Pcrbendaharaan, Kcmen terian Keuangan; 

t ) l;ej c1 k1 t Ese lon l lingkup Kcmentcrian Pertanian; 

I 0 Guhc rnur Provinsi seluruh Indonesia; 

l l. Bupati/Walikota seluruh Indonesia . 

-· ---
-
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-
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LA MPfFU\N PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NO MOR 62/Permentan/RC.lln/12/2016 

TANGGAL 19 Desember 2016 

PE:DOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN 

PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017 

A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Rcnccma Pcmbangunan Jangka Menen gah Nasional (RPJMN) 2015 -201 9 , 

sektor pcrtanian menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi 

nc1sional. Pe ran strategis sektor pertanian tersebut digamba rka n dalam 

kontribu si nyata sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan 

bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk 

Domestik Bruto, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber 

utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan da n 

bio-cnergi d a n berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca . 

Upaya mencapai targe t sukses pemba ngunan pertania n pacla RPJMN 

tahap-3 (2015-201 9) yang meliputi (1) Pencapaian swasembacla pad i, 

jagung clan kecle la i serta peningkatan produksi gula dan claging, (2) 

pcningkatan cliversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai 

tambah clan berdaya saing clalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi 

impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) 

pcningkatan penda patan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kincrja 

a para tur perne rintah yang baik melalui st:rategi utama Pengualan 

Pcmb::m gu n zm Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) m eliputi (J) 

Pcningkatan ke tersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) Peningka ta n 

infrastn.tktu r cla n sara na. pertanian, (3) Pengembangan dan perluasan 

logistik benih / bibit, (4) Penguatan kelembagaan pe ta ni , (5) 

Pengcmbangan dan penguatan pembiayaan pertanian, (6) 

Pcngemba n gan clan penguatan bioindustri dan bioenergi , cl a n (7) 

Pe nguatan ja ringan pasar produk pertanian. 
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Dalam rangka mengatasi keterbatasan akses petani terhadap 

pembiayaan clan diseminasi teknologi pertanian, maka sebagian 

anggaran Kcmenterian Pertanian Tahun Anggaran 2017 dialokasikan 

dalam bentuk bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria 

bantuan sosial dan memiliki karakteristik umum pertanian sehingga 

proses produksi tetap dapat berlangsung untuk memberclayakan 

kelompok sasaran. 

Dalam ran gka pengelolaa n dan penyaluran bantuan Pemerinta h, 

cliperluka n pecloman untuk pengelolaan dan penyaluran bantua n 

Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Angga ran 2017. 

B. Maksud dan Tujuan 

Pcdoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerinta h 

Lingkup Kementerian Perta nian Tahun Anggaran 2017 dimaksudk~1n 

se bag8i cl asar hukum pelaksanaan kegiatan bantuan Pemerintah eli 

Pusa t, claerah provinsi dan daerah kabupatenjkota dengan tujuan: 

1. meningkatkan pemahama n para perencana, pelaksana dan evaluator 

dalam m enja lankan tugasnya; 

2 . meningkatkan koordin a si dan keterpaduan perencanaan dan 

anggaran p embangunan pertanian baik antar Pusat, Pusat-daerah 

maupun a ntar subsektor; 

3. meningka tkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta 

<:1kuntabilitas pengelolaan bantuan Pemerintah lingkup kementerian; 

dan 

4. mcnjaba rkan program pembangunan pertanian ke dalam kegiatan­

kcgia tan o p e rasional yang dapat dibiayai dari bantuan Pe m crinta h. 

C. Sasetran 

Sasaran Peraturan Menteri ini untuk: 

1. meningkatnya kualitas perencanaan program clan kegiiltan 

pelaksanaan pembangunan pertanian; 

2 . meningkatnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan 

pe lo.ksanaan pembangunan perta nia n; 

-
--
-
--
----
-
---
---------
-. 
--
-
--
-
-

-
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3 . mcningkatnya e fisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta 

akuntn.bilitas pe la ksana a n pemba ngunan pertania n; dan 

4 . meningkatnya kualitas rancangan kegiatan operasional pela ksanaan 

pcmbangunan pertania n yang dapat dibiayai dari ba ntuan Pemerintah 

lingkup Kementerian Pertanian. 

D. Output Kegiatan 

Output kegiatc-m yan g dilaksanakan melalui mekanisme ba ntua n 

Pemcrintah mencakup: 

l. pcnin gkalan produksi padi, jagung, dan kedelai; 

2 . peningkatan produksi bawan g merah, cabai dan komoditas 

hortikultura lainnya; 

3 . peningkatan produksi dan mutu tebu serta komoditas perkebunan 

lainnya; 

4 . pcningka tan produksi claging sapi/ kerbau dan komoditas ternak 

loinnya, pembangunan Rumah Potong Hewa n serta sara na clan 

prasarana pendukung la innya; 

5 . pcngembangan sumber a ir, laban pertanian, a lat mesm pertanian 

serta penyediaan infrastruktur dan sa rana penclukung perta nia n 

lai nnya; 

G. pc ningkZ~tan kapasitas kelembagaan pe tani, layanan pendidika n dan 

pelatihan serta layanan internal organisasi; dan 

7 . pcngc mb c:tnga n kawasan mancliri panga n, akses pa n gan, laban 

pekarangan, pemberdayaan usa ha pangan masyara kat cla n kegiatan 

pcnduk1..mg ketahanan pangan lainnya. 

E . Ru a ng Lingkup 

Rtl8ng lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 

1 . pe nggunaan ban tuan Pemerin tab; 

'2. program, kegiata n, clan output kegiatan bantuan Pemerinta h; 

3. rnek ;:misme pencairan cla n penyaluran ba ntuan Pemerinla h melalui 

transfer uang; 

4 . meka nisme pengaclaan dan penyaluran bantuan Pemerin tah dalam 

bcntuk barang; 

5. pcmbinaan da n pengenclalian; da n 

6 . pcmantauan, evaluasi dan pelaporan, 
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F. Pcn ger lia n 

Dal e-1 m Peraturan Menteri ini yang dirnaksud dengan: 

l . Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak mernenuhi kriteria 

bantt.w.n sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada 

perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pernerintah/non 

pemerintah. 

2. Pcngguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

Mcnteri/Pirnpinan Lernbaga yang bertanggung jawab atas 

pcn ggunaan anggaran pada Kementerian Negara / Lembaga yang 

bersangkutan. 

3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalab 

pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan 

scbagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan allggaran 

pada Kementerian Negarajlembaga yang bersangkutan. 

4 . Pcjabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalab 

pejabo.t yang diberi kewenartgan oleh PA/KPA untuk mengambil 

keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan 

pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). 

5. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya 

clisingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleb KPA 

untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) 

clan menandatangani Surat Perintab Membayar (SPM). 

6 . Benclahara aclalah orang a tau baclan yang diberi tugas un luk dan 

atas nama negara, menenma, meny1mpan, dan membayar 

I menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang 

negara. 

7. Bend ahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah 

orang yang oleh karena negara, dan tugasnya menenma, 

8. 

meny1mpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang dan atau surat-surat berharga 

clal::J.m rangka pelaksanaan belanja APBN oleh kementerian 

Negara/Lembaga dan atau satuan kerja selaku PA/KPA . 

Pem bu kuan adalah kegiatan pencatatan baik penerimaan maupun 

pengcluaran uang atau barang. 

-
---
-
-
-
--
----
-
-

-
-
----
-
-
-
-
--
-
-
--
--
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9 . Surat Pe rintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

suatu clokumen yang dibuatj diterbitkan oleh pejabat yang 

bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / PPK dan 

clisampaikan kepada PP-SPM. 

._ 10. Surat Pcrintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah 

-
-
-
---

--------· 
---
-

clokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang 

clitunjuk untuk rnencairkan dana yang bersurnber dari Daftar lsian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang 

clipersamakan. 

11. Su rat Pcrintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 

aclalah surat perintah yang ditcrbitkan oleh KPPN selaku Kuasa 

BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN 

bcrclasa rka n SPM. 

12. Dana Dekonscntrasi adalah dana yang berasal dari Anaoara n DD 

Penclapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernu r 

sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan clan 

pengeluaran clalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, ticlak 

tcrmasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat eli 

claerah. 

13 Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal da ri Anggaran 

Pendapatan clan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daera h 

yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka 

pelaksanaan tugas pembantuan. 

BAB II 

PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH 

Pc nge lol8an Bantuan Pemerintah di Kementerian Pertanian disusun den gan 

mcmperhatikan tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah, pemberi Bantuan 

Pemerinta h, penerima pemanfaat Bantuan Pemerintah, bentuk Bantuan 

Pcmerinlah yang disalurkan. 

Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian penghargaan, beasiswa , dan 

bantuan opcrasional clialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Non 

Oper:c1s ional (akun 5212 1x). 
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Banlua n Pemet·intah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana dan bantuan 

reha bilita si / pembangunan gedung/bangunan dialokasikan pada Kelompok 

Akun Belanja Barang untuk cliserahka.n kepacla Masyarakal/pemerintah 

dacrah (akun 5261xx). 

Bantuzm Pem erintah dalam bentuk bantuan Iainnya yang memiliki 

k::traktcristik Bantua n Pemcrintah yang ditetapkan oleh PA dialokasikan 

pacla Kclompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada 

Masyarakat/ pem erintah daerah (akun 5263xx). 

B::mlua n Pe merintah lingkup Kementerian Pertanian merupakan salah satu 

bcntuk Bantuan Pemerintah dalam rangka fasilitasi kelompokjlembaga 

perta nian. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi: 

A. Pernberia n Penghargaan 

Penglrarga a n diberikan kcpada penenma dalam bentuk uang, barang 

clan / a tau jasa. Penghargaan merupakan sebuah bentuk a presiasi 

kepacla suatu prestasi dan keunggulan tertentu yang diberikan oleh 

Pemerintah kepada perorangan/petani/kelompok tani dan Gabungan 

Kelompok Tani. Penghargaan diberikan untuk mendorong penerima 

bek: er~ja lcbih giat dan berdedikasi tinggi serta berprestasi dalam 

mencapat tujuan swasembada pangan dan kemajuan pertanian 

1 nclonesia. 

S.istem penghargaan harus mampu meningkatkan prestasi dalam bidang 

panga n d a n pertanian, s erta mempertahankan petanijkelompok tani 

dan Cabungan kelompok lani yang berpotensi agar tidak beralih profesi. 

Fungsi Penghargaan diutamakan untuk pembentukan peril a ku 

pemro. n gan, petani j kelompok ta ni dan kelompok tani yang clihar8pkan 

schingga memiliki kebanggaan terhadap profesi yang ditekuni dan 

kuatnya motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi menca pn i 

swa sembada pangan dan pertanian. 

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

--
-
-----
-
-
---
-
-
--
--
--
-
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'3. Beasiswa 

Banlu::m beasiswa diberikan kepada penenma beasiswa yang bukan 

Pegmvai Negeri Sipil untuk pendidikan eli dalam negeri atau diluar 

negc ri. Beasiswa tersebut berupa uang pendidikanjkuliah, biaya hidup, 

biaya buku/ diktat, biaya penelitian dan atau biaya lain yang dibutuhkan 

untuk pelaksanaan pendiclikan/ kuliah. 

Ba ntuan beasiswa diberikan untuk meningkatkan kompetensi generas1 

mud a dibida ng pertanian berupa bantuan Beasiswa Wirausahawan 

Muda Pertanian. 

C. Bantuan Operasional 

Ban l u a n ope rasional diberikan kepada kelompok masyarakat, Lembaga 

Swa claya Masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan 

lembaga kescha tan baik lembaga Pemerintah maupun letTlbaga non 

Pcmerintah. 

Bar1lu a n Pemerin tah un tuk kelompok/ gabungan kelompok / lem baga 

tersebu t , yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha eli bidang 

pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok/ gabungan 

kelompokjlembaga dan pelaku agribisnis. Bantuan operasional tersebut 

scba gai bentuk fasilitas i kelompok tani sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan operasional usaha tani. 

D. Ba n tuan Sa ra n a/ Prasarana 

Ba ntua n sa ran a / prasarana cliberikan kepacla kelompok masyarakal, 

Lembaga Swaclaya Masyarakat, lembaga pencliclikan, lembaga 

keaga maan, clan lernbaga kesehatan pacla lembaga pemerintah maupun 

lembaga non pemerintah. Bantuan sarana/prasarana lersebut tidak 

terrnas uk bantuan untuk keperluan rehabilitasi/ pernbangunan 

gcd ung/ bangunan. Pem berian bantuan sarana/ prasarana kepada 

pcnenrna Bantuan Pernerintah diberikan dalam bentuk uang atau 

barang. 
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B ~1.nLuan Pemerintah untuk kelompok/ gabungan kelompok/ !em baga 

tersebut, ya[tu kelompok masyarakat yang memiliki usaha eli bidang 

pc rtanian yang dike lola oleh petani atau kelompok/ gabungan kelompok/ 

lembaga dan pelaku agribisnis. Bantuan saranajprasarana tersebut 

untuk meningkatkan aktivitas kelompok tani sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan utamaj dasar kegiatan usahataninya. 

t<::. Bcmtuan Rehabilitas i/ Pembangunan Gedung/Bangunan 

Ba ntuan reh abi litasi dan /atau pembangunan gedung/ban gunan 

diberik a n kcpacla lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah 

dalam bentuk u ang atau barang. 

Bantuan Pemerintah untuk lembaga pemerintah atau lembaga non 

pcmerintah tersebut untuk fasilitasi peningkatan kebutuhan dasar 

pcnopang kegiatan usaha tani eli daerah. 

F. B<.mtuan la innya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang 

clitetapkan oleh Pengguna Anggaran 

Ba ntuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang 

clite tapkan oleh PA yaitu bantuan dalam bentuk uang atau ba rang/jasa 

yang tidak termasuk dalam lima jenis Bantuan Pemerinta h terscbut eli 

atas . Bantuan tersebut diberikan kepada perseorangan , kelompok tani, 

ga bun gan kelompok tani, kelompok masya rakat, lembaga pemerintah 

8tau lcmbaga non pemerin tah sesuai dengan Format 1. 

B::mtuZin lninnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pcmerintah yang 

cli te tapkan oleh PA dapat dimanfaatkan perseorangan / petani/ kelompok 

tcmi / gabungan kelompok tani j lembaga Pemerinta h j lembaga Non 

Pc me rin tah sebaga i stimulan usaha, motor penggerak utama dalam 

m engatasi a kscs pcmbiayaan dan permodalan produksi perta nian serta 

pcmulihan atas resiko u saha tani yang dialami karena be ncana 

kekeringan dan puso. 

--
-
-
-
-
-· -
-
-
-
-
-
--
-
-
-
--
----
-
-
--
-
-
-
--
-
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l3 a ntua n la innya terse but da pa t diguna kan untuk u saha ekonomi 

produkt i[ kelompok sasaran baik eli hulu, on fa rm, hilir, maupun ja sa 

penunjang terkait pertania n . Penggunaan disesuaikan den gan tah a pan 

kcbutuhan pen gembangan usa ba kegia tan kelompok, yan g ditua n gkan 

cl a la m proposal Rencana Usaha Kegiatan (RUK). Diara hkan untuk 

menggerakkan u saha tani (on-Jann), jaringan usaha kelompok tani , 

kc lembagaan sumberdaya manusm, pemanfaatan sumberdaya lokal 

secara optim a l, dan pemenuha n tamba h a n pangan da n gizi kelua rga 

cle n gan m en guta m a ka n efisien s i usaha produks i per ta nia n. 

Pengemba ngan man ajemen u saha kegia tan kelompok dia ra hkan pa da 

pe nin gk;:ctan kemampua n pen gurus kelompok cl a la m men gelola 

usaha / kcgiatan clan m cnumbuhka n pa rtisipa si a ktif pa ra a n ggotanya 

schinggCt lerca pa i kema nclirian ke lompok tani. Jenis kegiata n ya n g 

rrwsu k 1--:. e lompo k bantu an lainnya yang memiliki karakteris tik Ba n tu a n 

Pcm crin tah ya ng clite tapka n oleh PA sesu a i clengan Forma t 2. 

Dalam ran gka penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk u a n g, 

bara n g dan atau ja sa, terlebih dahulu dilakukan identifika si lokasi dan 

kebtttuhan bantuan , verifikasi kelompok sasaran, pene ta pa n kelom pok , 

pe nyaluran ba n tu a n, dan selanjutnya dilakukan pemantauan, evaluas i 

clan pe l8poran . 

BAB III 

PROGRAM , KEGIATAN, DAN OUTPUT KEGIATAN 

BANTU AN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 201 7 

Prog ram, Kcgiatan , cl a n Output Kegia tan Ba ntuan Pemerinla h baik berupa 

u a n g cl ~1n 8 ta u b e1 ra n g el i lingkup Kemcntcria n Perta nian Ta hun Angga ra n 

201 7 d itampung pacla DIPA Pusat, de1erah provmsJ dan daerah 
1<:abupate r1/ ko ta, yai tu : 

A. Penin gkatan Produksi, Procluktivitas clan Mutu Hasil Ta na ma n Pa ngan 

l(egiatannya m e liputi: 
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J. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 

Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dirancang untuk 

menclorong peningkatan produksi dan produktivitas melalui sistem 

pertanaman pacli dan jagung. Bantuan Pemerintah yang diberikan 

yaitu fasilitas penerapan budidaya padi (padi hibrida, inbrida dan 

organik) dan jagung Uagung hibrida dan jagung komposit), Unit 

Pengolahan Pupuk Organik (UPPO). 

2. Pengelolaa n Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 

Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang clan Umbi 

dirancang untuk mendorong terjadinya peningkatan procluksi dan 

produktivitas keclelai. Bantuan Pemerintah yang diberikan yaitu 

fasilitas penerapan teknologi budidaya kedelai. 

3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 

1\egiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 

clirancang untuk menumbuhkembangkan produsen benih tanaman 

pangan dalam rangka mendukung ketersediaan benih varietas unggul 

berserLifikat untuk desa mandiri benih. 

4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT clan 

DPl 

Kegiata n Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan 

OPT clan DPI dirancang untuk memperkuat perlindungan Lanaman 

pangan dari serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) clan 

Dampak Perubahan Iklim (DPI). Bantuan meliputi: bahan dan I a tau 

alat pendukung Penera pan Penanganan DPI (Pembuatan Biopori), 

bahan danjatau alat pendukung Penerapan Penanganan DPI 

(Pembuatan Sumur Pantek dan Pompa Air), bahan danjatau alat 

penclukung Penerapan PHT, Bantuan Sarana Pestisida dan Herbisicla. 

5 . Pengolah a n dan Pemasaran Hasil Tanaman Pa ngan 

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 

dirancang untuk mengamankan produksi tanaman pangan dari 

susut has il dan meningkatkan mutu guna meningkatkan daya saing. 

Bantuan Pemerintah yang diberikan yaitu Fasilitas Sarane1 

Pasca pan en Tanaman Pangan, seperti Combine Harvester, Corn 

Sheller, Com Combine Harvester, Power Thresher Multigww, Vertical 

-
-
-
-
-
-
.. -. 

-
-

. ....... 

--
----
-
----
-
-
-
-
-
-
--
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Dryer, Rice Milling Unit (RMU), RMU beras organik (sarana), sarana 

grading dan packing. Selain itu terdapat kegiatan Fasilitas Penerapan 

Stanclardisasi clan Mutu Hasil Tanaman Pangan yaitu sertifikasi SNI 

organik clan SNI beras non organil<. 

'- B. Peningkatan Procluksi dan Nilai Tambah Procluk Hortikultura 

-

Kegiatan tersebut berupa: 

1. Peningkatan Procluksi Sayuran clan Tanaman Obat 

Kegiatan ini untuk peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat. 

Ba ntuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi bantuan 

pengembangan kawasan bawang merah clan kawasan cabai, bantuan 

sarana pengembangan kawasan sayuran lainnya. 

2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura 

[(egiatan ini untuk peningkatan produksi buah dan f1orikultura. 

Bantuan yang diberikan berupa bantuan pengembangan kawasan 

jeruk, bantuan pengembangan kawasan buah lainnya, dan bantuan 

pengembangan kawasan tanaman florikultura 

3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 

Kegiatan ini untuk meningkatkan daya samg clan nilai tambah 

komoditas hortikultura melalui fasilitasi penyediaan sarana dan 

prasarana pascapanen, pengolahan dan pemasaran. Bantuan 

Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi sarana prasarana pasca 

· panen, bangsal pascapanen, sarana dan prasarana pengolahan. 

4. Pengcmbe:1ngan Sistem Perbenihan Hortikultura 

Kegiatan ini untuk peningkatan sistem perbenihan hortikultura. 

Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi bantuan Screen 

House dalam rangka penangkaran benih bawang merah untuk 

penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura. 
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C. Peningkatan Produksi, dan Produktivitas Tanaman Perkebunan 

Berkelanjutan 

Kcgiatan ini untuk Pekebun yang belum memenuhi satuan usaha tani 

secar8. ekonomis 

1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 

l{cgiatan ini untuk pengembangan tanaman tahunan dan tanaman 

penyegar. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa pengembangan 

tanaman karet, kelapa, kopi, teh, serta perluasan tanaman kopi dan 

kel a pa sawit di laban kering. 

2. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 

Kegiatan ini untuk pengembangan tanaman semusim dan tanaman 

rempah. Bantua n yang diberikan berupa pengembangan ta naman 

tcbu, nibm, ka pas, tembakau, pa la, cengkeh; serta perluasan 

tanama n !a da , pa la dan cengkeh di laban kering. 

3. Dukungan Perlindungan Perkebunan 

Ke giatan ini untuk mendukung perlindungan perkebunan. Bantuan 

y<J.ng clibcrikan berupa penanganan dampak perubahan iklim dan 

pencegahan kebakaran lahan/kebun; dan pengembangan desa 

pertanian organik berbasis komoditi perkebunan. 

4. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 

Kegiata n ini untuk mendukung pengolahan dan pemasaran basil 

pcrkebunan. Ba ntuan yang diberikan berupa pengemba ngan pasca 

pa nen komoclitas perkebunan; dan pengembangan pengolahan basil 

pcrkebun a n. 

5. Oukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan 

Kcgialan ini untuk mendukung perbenihan tanaman perkebunan 

dengan pembangL.man /pemeliharaan kebun sumber benih. 

-

----------------
-
---
---
-
-
-
----
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D. Pemenuhan Pangan AsalTernak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 

Kegiatannya meliputi: 

1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak 

Kegia tan Bantuan Pemerintah diarahkan untuk pengembangan 

tanaman pakan berkualitas dan penguatan pakan tambahan unluk 

ternak gangguan reproduksi. 

2. Peningkatan Produksi Ternak 

Kegiatan 1111 untuk penguatan sarana dan prasarana kawasan 

penge mbangan populasi sapi, kerbau, komoditas ternak lainnya, serta 

optirna lisas i reproduksi. 

J . Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewa n yang ASUH 

(Aman, Sehat, Utuh dan Halal) 

Kegiatan Bantuan Pemerintah diarahkan untuk fasilitasi bangunan 

RPH Ruminansia, fasilitasi model penerapan kesejahteraan hewan 

clan pemotongan hewan qurban dan penyelamatan sapi / kerbau betina 

produktif. 

4 . Pen gcmbangan Pengolahan clan Pemasaran Hasil Ternak 

Kegia tan Ba ntuan Pemerintah diarahkan untuk Fasilitasi peningkatan 

mu tu procluk olahan, fasilitasi pengolahan biogas, kompos dan pupuk 

cai r , fasilita si kelembagaan pasar ternak, penguatan kelembagaan 

peternak, dan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil 

peternakan . 

'- E. Pe nyed iaan cla n Pengemba ngan Prasarana dan Sarana Pertanian 

-
--
--

Kegiatant1ya rneliputi: 

1. Pengelolaan Air Irigasi Pertan ian 

Kegiatan 1m untuk meningkatkan ketersediaan atr eli wilayah 

ke lornpok masyarakatjkelompok tani dan Gapoktanj(Pemberclayaan 

Petan i Pemakai Air I P3A) yang sering mengalami kekeringan dan 

atau yang be lum pernah mendapatkan program bantuan dari 

ke gialan pengdolaan air irigasi melalui irigasi air permukaan, 



- 14 -

Jarmgan lngasl tersier d.an bangunan konservas·l alr dan antisipasi 
anomali iklim. B t 

. . an "Uan yang diberikan berupa pengembanganj 

rehabllttasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian, 

pcngembangan mgasi perpipaanjirl·baas1· perpompaan, 1ngasi cl.lr 

permukaan, clan pengembangan dam parit/ long st01-age 
> serta irigasi 

rawa. 

2 . Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan 

Kegiatan mt untuk meningkatkan luas baku lahan sawah, 

peningkatan pemanfaatan lahan rawaj gam but terpaclu, peningkat8 11 

I P rcnclah pada kawasan sentra pertanian. Bantuan yang cliberikan 

berupa design perluasan sawah, optimasi lahan dalam bentuk 

pemanfaatan lahan rawaj gambut terpadu dan penanaman padi pasco. 

perluasan sawah serta perluasan sawah. 

3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian 

Kegiatan ini untuk mendorong petani menuju ke arah sistem 

pertanian modern, menurunkan jumlah keterceceran hasil produksi 

(losses), mengurangi penggunaan jumlah tenaga kerja dan waktu 

pengolahan lahan. Bantuan yang diberikan berupa alat dan meslll. 

pertanian modern meliputi traktor roda 2 (dua), traktor roda 4 

(empat) tanaman pangan, pompa air, rice transplanter, cultivator, 

excavator dan handsprayer. 

4. Pilot Pcrcontohan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pcrtanian 

Kegiatetn 1111 mendukung pencapaian sasaran indikator kincrja 

yang ticlak dapat ditampung dalam kegiatan-kegiatan eli atas . 

5 . Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 

KegiaLan tnl unluk meningkatkan fasilitasi pembiCJyaan, 

pemberdayaan kelembagaan dan permodalan pertanian, serta 

perlinchmgan terhadap resiko gaga! panen atau resiko dalam 

berusahatani / ternak melalui asuransi pertanian. Bantuan yang 

cliberikan berupa bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi dan 

bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi. 

-
-
-
-
-
-----
-
-
-
--
-
---
---
----
-
-
-
----
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F. Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian serta Pendidikan 

Pertanian 

Kegiatannya meliputi: 

1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 

Kegiatan ini ditujukan untuk pemantapan sistem penyuluhan 

pertanian melalui peningkatan kapasitas kelembagaan petani. 

Bantuan yang diberikan berupa fasilitasi penyuluhan, antara lain 

renovas1 BPP Kota Jantho, pembuatan biogas di BPP dan sarana 

pembelajaran, serta melalui Layanan Internal Organisasi berupa 

pcnghargaan baik petani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), 

1\.elembagaan Ekonomi Petani (KEP), BPP dan penyuluh pertanian . 

2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 

Kegiatan ini untuk memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan. 

Bantuan yan g diberikan berupa infrastuktur pertanian, bantuan 

benih bersertifikat untuk demplot. 

3. Penclidikan Pertanian 

Kegiatan ini untuk memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan. 

Bantuan yang diberikan berupa bantuan praktek untuk siswa, 

bantuan Wirausahawan Muda Pertanian, bantuan operasional 

Wirausahawan Muda Pertanian, serta penghargaan untuk stswa, 

mahasiswa, dan tenaga pendidik. 

G. Peningkatan Dive rsifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 

Kegiatannya meliputi: 

1. Pengcrnbangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 

Kegiatan ini clilaksanakan pada kelompok tani, kelornpok rnasyarakat 

atau perseorangan dalam rangka rnendukung kemandirian pangan. 

Bantuan yang diberikan pada aktivitas terse but an tar-a la in : ( l ) 

Kawasan Mandiri Pangan (KMP) tahap pengembangan, (2) Produksi 

dan pernasaran usaha kelornpok mandiri dengan revolving fund, 

pemberclayaan petani kecil dan gender melalui matching fund 

kelornpok mandiri clan pembangunan sarana dan prasarana produkLif 
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kelompok mandiri skala kecil dalam kegiatan Peningkatan 

I\:esejahleraan Petani Kecil/SOLID, serta (3) peningkatan akses 

pangan masyarakat pada daerah rawan pangan scsuai dengan peta 

kerentanan dan kerawanan pangan (FSVA) dan angka rawan pangan. 

2. Pcngcmbangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Kegiatan mt dilaksanakan pada kelompok wanita dalam 

rnetTlcmLapkan penganekaragaman pangan melalui penyediaan 

pangan sehari-hari eli tingkat keluarga. Bantuan Pemerintah 

cliberikan kepada kelompok wanita dalam aktivitas pembcrdayaan 

pekarangan pangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari/ KRPL) clan 

optimalisasi pemanfaatan laban pekarangan sebagai model 

j perc on to han masyaraka t eli Provinsi Ban ten, Nusa Tenggara Timur 

dan Kepulauan Riau. 

3. Pengembang;:m Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan 

Kc giatan ini clilaksanakan oleh Gabungan Kelompok Tani dalam 

rangka m ew1..1judkan stabilitas harga pangan eli tingkat prodt1sen 

(petani) maupun tingkat konsumen (pengecer). Bantuan Pemerintah 

cliberikan pacla aktivitas Pengembangan Usaha Pangan Masya rakat 

(PUPM) / Toko Tani Indonesia (TTl), serta Penguatan Lembaga 

Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). 

4 . Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 

Kegiatan ini clilaksanakan dalam rangka pemberian penghargaan 

ketahanan pangan kepada aparatur clan masyarakat baik 

perseora n gan maupun kelompok yang berkiprah dalam peningkalan 

produksi clan pengolahan pangan. Bantuan Pemerintah cliberikan 

clalarn bentuk hadiah kepada penerima penghargaan ketahanan 

p;:mgan (Aclhikarya Pangan Nusantara) atas jasa dan pengorbanannya 

clalam mewujuclkan kedaulatan pangan. 

Pebksanaan kegiata n Bantuan Pemerintah Tahu11 Anggaran 2017, 

tcrmC~suk memfasilitasi penyelesaian tunggakan dan kegiatan yang dituncla 

akibat k:ebijakan penghematan anggaran Tahun Anggaran 2016 pada 

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman 

Pongan dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana clan Sarana 

Pertanian. 

--
-
--
---
-----
--
---
--
-
-
-
-
---
---
-
-~ 

--
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Rincian progran1, kcgiatan, output kegiatan dan nama kegiatan Banluan 

Pcmcrintah lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017 scsuai 

dengan Format 3. 

BABIV 

MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN 

BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK UANG 

Pe nerima Ban luan Pe m erintah berdasarkan kriteriajpersyaratan yang telah 

cl iletapkan eli dalam petunjuk teknis dan penyeleksiannya dilakukan oleh 

PPl\:. 

1\.cgiata nnya meliputi: 

A. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah 

Perc n cana;:m pe ngelolaan dana Bantuan Pemerintah dilaksanakan mula i 

eli tingkat Pusat, claerah provinsi da n daerah kabupaten j kota yang 

m cncakup pembentuka n Tim Teknis, penyusunan petunjuk teknis, 

rcncana se leksi CaJon Penerima dan Calon Lokasi (CP / CL), penyaluran 

clnna B;:::mtua n Pe merintah, pembinaan dan pelaporannya. 

Pt:l unjuk tekni s da ri penanggung jawab program lingkup KemenLerian 

Per tanian me ngacu kepada Pedoma n Pengelolaan da n Penyalura n 

B<J.ntuan Pcm erinta h Lingkup Kementcrian Perlania n Ta hun An gga ra n 

2 017 . Petunjuk teknis clisusun untuk mengatur hal yang belum jelas 

dan bclum diatur da lam Pedoman ini, da n disusun secara fleksibel 

clcngan memperhatikan aspirasi dan kondisi m a sing-m asing wi layah . 

Bcrd asarka n daftar pendek (short-lis t) CP/ CL, untuk kegiatan Tugas 

Pcmba ntuan daerah kabupaten j kota, Tim Teknis mengusulka n kc pa da 

PPI\. un tuk d iteta pkan menjadi calon penenma da n a Ba ntua n 

Pcmerintah. Selanjutnya bupati/ walikota a tau Kepa la 

Dinas/Baclan / Ka ntor daerah kabupaten / kota yan g menyelenggarakan 

urusan pcrtanian atas nama bupatijwalikota mengcsa hkan kclompok 

tani pcnerima da na Banluan Pemerintah. 
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Berdasa rkan daftar pendek (short-list) CP I CL kegiata n dekonsen tras i 

clan Tugas Pembantua n daerah provinsi, Tim Teknis mengusulkan 

kepacla PPK untuk ditetapka n menjadi calon penerima dana Bantuan 

Peme rintah. Selanjutnya gubernur atau Kepa la DinasjBad a n /Kantor 

dae r~1h provin s i yang menyelenggarakan urusan perta nia n atas nama 

gubernur mcngesahkan kelompok tani pen enma d ana Bantuan 

Pemerinta h . 

Sccla ngkan un tuk kegia tan Pusat, proses seleksi CP I CL dilakukan oleh 

Tim Teknis Pusat dan cliusulkan kepad a PPK untuk di telapkan m cnjacli 

calon penenma dana Bantuan Pemerintah. Selanjutnya Menteri 

Perta nian atau Direktur Jendera liKepala Badan lingkup Kementerian 

Pert<=mian atas nama Menteri Pertanian mengesahkan kelompok tani 

penerima da na Bantuan Pemerintah . 

Berclasarkan hasil seleksi, PPK menetapkan Surat Keputu san Pene rim a 

Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA . Surat Keputusan 

pcne nma Bantuan Pem erintah merupakan dasar pemberian Bantuan 

Peme rinta h. 

Surat Kcputusan tersebut paling sedikit memuat : (1) identitas penerirna 

bantt1 a n, (2) nominal u a ng, da n (3) nomor rekening penerima bantuan 

untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang disalurkan melalui 

mekanisme transfer. 

B. Proscdur Pencairan dan Penya luran Dan a 

Penca iran dana Bantua n Pemerintah kepada penerima dapat dil a kukan 

sekallgus atau bertahap, adapun m ekanisme penyaluran rnelalui LS kc 

rekening penerima bantuan atau Uang Persediaan (UP). Tutu cara 

penyaluran UP / TUP dari BPI BPP kepada Penerima Ba nlua n . Pcncnluan 

pencairan d a na Bantua n Pemerintah sekaligus atau berta hap dilelapka n 

oleh KPA clengan mempertimbangkan jumlah dana dan wak t u 

pelaksanaan kcgiatan. 

--
-
--
--
---
-
---
--
-
----
-
-
-
--
-

-
--
--
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Pen erirTICJ. Bantuan Pemcrintah mcngajukan pcrmobonan pcncairan dan a 

kepa cl e1 PPK clcngan prosedur sebagai berikut: 

1. rcn ca na pcngeluCJ.ran dana yang akan dicairkan sekaligus atm.t 

be rta hap; 

2. pe rjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penenmn 

bantua n; 

3. kuitansi bukti penenrnaan uang yang telah ditandatangani oleh 

pen erima bantuan; 

4 . clokumen pe rsyaratan pencmran dana, Sural Pernyataan Tanggung 

Jawa b Belanja (SPTB), pelaporan dan Berita Acara Serah Terima 

(BAST) agar mcngikuti peraturan perundang-undanga n yang berlaku; 

dan 

5 . pemanfaata n dana Bantuan yang tidak sesuai dengan petunjuk tcknis 

penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi 

kepa cla pe ne rima bantuan untuk melengkapi dan m emperbaiki 

dokumen. 

Pclapora n da n Pertanggungjawaban Dana Bantuan 

Pene rim a Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama 

sctela h peke rj a an selesai a tau pada akhir Tahun Anggaran , clengan 

dilampiri: 

l) Be rita Acara Serah Terima (BAST) yang memuat (a) jumla h dana 

aw ed, dan a yang dipergunakan, dar1 sisa dana; b) Sural Pernyataan 

ba lnva pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuc-u clengan 

Perjanjian Kerja Sarna; clan c) Surat Pernyataan bahwa bukti -bukti 

pcngeluaran tclah disimpan; dan 

2) Co to/ film has il pekerjaan ya ng telah diselesaikan . 

Dalam hal te rda pat stsa dana, penenma Bantuan Pemerintah harus 

menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara 

kepa c! a PPK sesuai pe1janjian kerja sama sebagai clokumen tambahan 

laporc-1n perta n ggungjawaban Bantuan Pemerintah. Berita Acara Scrah 

Tcrimet agar mengacu kepada peraturan perundang-unclangan yang 

bcrla ku. 
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BAB V 

MEKANlSME PENGADAAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK BARANG 

Pe nya luran S anJu a n Pemerinta h da lam bentuk bara ng diperuntukkan pada 

program, kegiatan dan output kegiatan pemberdayaa n sos ial. 

Kcgiatan nya rneliputi: 

A. Penctapan Penerima Bantuan Pemerinta h dalam bentuk Barang 

Perenca naa n Bantuan Pemerintah dala m bentuk ba rang dilakukan oleh 

mas ing-masing unit ke1ja yang mengelola DIPA kegiatan. Perencanaan 

mencakup penyusunan Petunjuk Teknis, rcnca na seleksi CP / CL, 

penyaluran barang, pembinaa n, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporannya . Petunjuk teknis disusun untuk mengatur h a l yan g belum 

jclas d a n bclum cliatur dala m Pedoman ini, dan disusun secara fl eks ibe l 

r!engan memperhatikan aspirasi clan kondisi m o.sin g-masin g wibyah. 

Sosialisasi clilakukan cla lam rangka penyamaan persepsi, membangun 

komitmen, tran sparans i, clan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan 

Banluan Pemcrintah dalam bentuk bara ng. Sos ia lisas i ini h a ny a 

clitujukan pacla calon penerima Bantua n Pemerintah dalam bentuk 

barang. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan denga n menjelaskan hak, 

ke'vvajiban, sanksi, cla n pengha rgaan bagi kelompokjlembaga yan g akan 

mcngelola Bantuan Pemerintah da lam bentuk ba ra n g. 

Kriteria calon pcnerima barang disusun sebagai dasar untul-c melakukan 

selek~i caJon penerima bara ng agar sesuai dengan kr iLe ri a da11 

persyaratan yan g ditentukan. Kriteria calon penerima barang mcncakup 

kritcria umum calon pe ta ni, kriteria khusus calon lokasi dan kriteria 

te knis mengacu pada petunjuk teknis dari Direkto rat Jcnderal / Badan 

lingkup Ke mc nterian Perta nian se laku Penanggung J a wab Progr8 m dan 

petu nj u k pe laksanaa n yang dite rbiLkan oleh daerah provinsi. 

--
-
-
·----
--
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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Berdasarkan daftar pendek (short-list) calon penenma barang, Tim 

Vcrifikasi mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi calon 

pencrima barang. Selanjutnya pimpinan unit kerja (KPA) yang mengelola 

Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang mengesahkan kelompok tani 

penerima barang. 

Berdasarkan basil seleksi, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima 

Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA. Surat Keputusan 

penenma Bantuan Pemerintah merupakan dasar pemberian Bantuan 

Pemerintah. 

Surat Keputusan tersebut paling sedikit memuat: 

l. identitas penerima bantuan; 

2. jumlah barang; dan 

3. nilai nominal barang. 

Prosed ur Pengaclaan dan Penyaluran Barang 

OaJam rangka pengadaan barang untuk pemberian yang disalurkan 

clalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK 

menanclatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang. 

Pengadaan barang yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan 

Pemerintah clapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai 

dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah. 

Pcnca.iran dana Bantuan Pemerintah dalam rangka pengadaan barang 

yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan 

secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang 

melalui mekanisme LS . 

Pelaksanaan penyaluran bantuan dalam bentuk barang kepada 

pencrima Bantuan Pemerintah clilakukan oleh PPK atau Penyedia barang 

scc;uai kontrak. Adapun Penerima Bantuan Pemerintah mengajukan 

pcrmohonan pengadaan dan penyaluran barang serta membuat 

pcrnyataan bersedia menenma hibah kepada PPK dengan proseclur 

sebagai berikut: 
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1. Pers iapan dan Pelaksanaa n Pengadaan Barang 

a. rencana clefinitif kebutuhan Bantuan Pemerin tah dalam ben tuk 

88rang clan spesifikasi teknis barang disusun oleh Tim Teknis , 

selanjutnya oleh PPK dipergunakan sebagai dasar rencana 

pengadaan barang; 

b . rencana pcngadaan barang oleh PPK ditetapkan sebagai bagian dari 

dokumen pengadaan barang dalam bentuk Kerangka Acua n Kcrja 

(KAK), pen elapan Barga Perkiraan Sendiri (I-IPS), volume dan 

jenis / spes ifikasi teknis barang, serta draft sural 

pe rjanjian j kontrak; 

c. rencana pengadaan barang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar 

pelaksanaan pengadaa n barang oleh Panitia Pengadaan Barang, 

de nga n mengacu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 l 0 ten tang 

Pengaclaan Barang/ Jasa sebagaimana telah beberapa kali diu bah 

tcrakhir clengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 

cl. penyeclia barang yang cliteta pka n oleh PPK sebagai Pebksa n a 

Penyedia Ba rang, wajib melaksa nakan penga daa n ba ra n g sesu a i 

clengcm is i clokumen perjanjia n j kontrak clengan tidak mengubah 

volume, s pesifika si teknis cla n jika terjadi peruba h a n harus atas 

persetujuan dari PPK; dan 

e. serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia Bara n g kepada PPK 

dil aksan akan setelah hasil pekerjaan diperiksa / cliuji oleh Panitia 

pemeriksa/ penerima barang sesum dengan ketentuan yo.ng 

tercanturn eli da la m kontrak. 

Pe laksa naan pengaclaan bara n g untuk kegiata n Bantuan Pemerintah 

li ngkup Kementerian Pertanian Ta hun Anggaran 2017 m en gacu 

Peratura n Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan 

Barang/ Jasa Pemerinta h sebagaimana telah beberapa ka li clitl bah 

terakhir denga n Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. 

2 . Penyaluran Barang 

Prosedur penyaluran barang Bantuan Pemerintah lingkup 

1\..em cnterian Pertanian Tahun Anggaran 2017, sebagai beril-cut: 

ct . penyalura n barang dilakukan oleh penyedia barang sampai ke titik 

bagi/ kelompok tani; 

--
·-
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b. penyaluran barang kcpacla penenmaan barang/kelompok Lani 

dilakukan setelah penerima ba rang jkelompok tani menyata ka n 

bersedia menerima hibah barang tersebut; 

c . unluk j enis Bantuan Pemerinta h dalam bentuk barang tertentu, 

pihak penyedia bara ng dih aruskan untuk membangun jkontruksi / 

instalasi/ merakit komponen a tau barang terse but; da n 

cl. pih a k penyedia barang menjamin bahwa Bantua n Pemerin tah 

clalam bentuk barang tersebut memenuhi persyaratan teknis baik 

kuantitas maupun kualitasnya. 

3 . Pemeriksaan dan Serah Terima Barang 

Proscclur pcmeriksaan dan se rah terima barang Bantuan Pemerintah 

lmgl·cup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 201 7, sebagai 

berikut: 

a . pcrneriksaan dan Serah Terima Barang basil pengadaan clilakuka n 

bcrsama antara Penyedia Barang denga n Panitia/Peja bat Penerima 

Hasil Pekerjaan clengan memperhatikan isi dokumen konlra k; 

b. perneriksaan barang clilakukan oleh Panitia/Pejabat Penerima Has il 

Pckerjaan sebelum clisalurkan ke titik bagi mengena i jumlab cl a n 

spcsifikasi ba ra ng sesu a i clengan kontrak clitempat penyedia 

barang; 

c. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan penenma barang 

mencatat seluruh hasil pemeriksaan sesuai den gan spesifikas i 

tekn is ba rang (merk, non10r scri ba rang dan / a tau karakterist ik 

baran g la innya) berdasarka n hasil pemeriksaan eli tempa l; 

d . hasil identifikas i barang dituangkan ke dalam berita acara 

pemeriksaan clan penerimaan barang dan discrahka n kepada PPK; 

e . Uil tuk beberapa jenis barang tertentu , pemeriksaan clan se rah 

terima barang dilakukan setelah konstruksi/ instalas i/ pera kitan 

b8ran g selesai dikerjakan oleh penyedia bara n g; cl an 

r pcncr imaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama anlara 

Penyedi a Barang/ J asa didampingi anggota Panitia Penerima hasil 

pekerjaan cle ngan memperhatikan rsr dokumen kontrak dan 

diclukung dengan Berita Acara Serah Terima Barang antara 

penenma barangjkelompok tani dengan pengguna barang atau 

pejabat yan g ditunjuk. Secara detail tata cara penye ra h a n Barang 

Milik Negara (BMN) dari satuan kerja pem.beri ba ntuan kcpada 

pencnma bantuan berpedoma n kepada Peratura n Mcnteri 

Kcuanga n yang m en gatur m engen a i tata cara pemindahta ngan 

ba.ran g milik Negara . 
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C. Pel a poran clan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah dalam 

Bentuk Barang 

Dokumen persyaratan penca1ran dana, Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab Be lanj a (SPTB), pelaporan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) 

c.1g8r mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Proseclur pemanfaa tan barang sebagai berikut: 

J. seluruh barang yang diterima kelompok dibukukan secara sederhana; 

2 . bukLi serah terima barang kepada anggota kelompok dibukukan; 

3. Kctua kelompok tani diwajibkan membuat laporan rutin penggunaan 

barang kepada PPK; dan 

4. seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik. 

BAB Vl 

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN 

A. Pe mbinetan 

Pe mbinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga 

kclompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. 

Diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari 

/\nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

l. Struktur Organisasi 

Aga r pelaksanaa n kegiatan metnenuhi kaidah pengelolaan sesua1 

prinsip pclaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) 

dan pemerinta h yang bersih (clean govemment), pe la ks<maan 

kegia tan harus mematuhi prinsip-prinsip: 

a. m entaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. mer11beba ska n diri dari praktik korupsi, kolusi dan n epotisme 

(KKN); 

c m cnJU11JUng tinggi keterbukaan informasi, tranparansi clan 

demokratisasi; dan 

d. memenuhi asas akuntabilitas. 

---
-
--
---
-
-
-
-
-
--
-
-
--
-
--
-
-
-
-
-
-
-----
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Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini bera d a pa da clinas 

j bacl a njkantor claerah kabupatenjkota yang menyelenggarakan 

u ru sa n perlanian. Tanggu ng jawab koordinasi pembinaan program 

be ra cla. pada dinas/badanjkantor daerah provms t yan g 

menyc lcnggarakan urusan pertanian atas nama gubernur. To.nggung 

ja w8 b atas program dan kegiatan, yaitu Direktorat Jenderalj Bad an 

Lin gkup l<~menterian Perta nian. Unit kerja Eselon-I memfasilitasi 

pmgram clan kegiatan kepada daerah provinsi dan kabupatenjkota. 

Kegialan koorclinasi pembinaan lintas daerah kabupaten I kota 

clifas ilitas i oleh daerah provinsi, sedangkan kegiata n koordinasi 

d un pc la ksanaan teknis operasional difasilitasi oleh claerah 

kabupate n/ kota. Untuk kelancaran pelaksanaan program 

pembangtman pertanian eli tingkat daerah provinsi dibenluk Tim 

Pembina Provinsi clan pada tingkat daerah kabupaten / kota dibenluk 

Tim Teknis KabupatenjKota. 

2 . Pen a nggung Jawab Program 

Unit kcrj a Eselon I lingkup Kementerian Pertanian mernfasilitasi 

koorclinasi pers tapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 

kegia tan Bantuan Pemerintah antara lain: 

a. rn enyusttn pe tunjuk teknis clan pola pemberclayaan yang 

bcrkclanj ulan un tuk mengarahkan kegiatan dalam mencapc:u 

ll.l_Ju a n clan sasaran sesuai Renstra yang ditctapkan; 

b. men ggalang kemitraan clengan claerah provms1 clan daerah 

kabupalen/kota da lam pelaksanaan, pemantaua n /pengencla li an 

clan evaluasi kegiatan; clan 

c . menyusun la poran pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemcrinta.h 

d<Jri pelaksanaan program dan anggaran. 

3. Tim Pciribina Provinsi 

Tim Pe mbina Provinsi terdiri atas unsur dinas j badan j ka ntor daer<lh 

provm s 1 yang menyelen ggarakan urusan pertanian, dan UniL 

Pe l::t ksan o. Te knis (UPT) lingkup Pertanian, Balai Pengkaj ian Teknologi 

Pe r ta nian (BPTP), Balai Perlindungan Ta n aman Pangan da n 

1-fortiktlllura (BPTPI-I), Balai Pengujian dan Sertifikasi Mulu Bar;.:w g 

(8 PS MB), pc rguruan tinggi, asos1as1 profesi, serta organisasi pclani 

cJa11 masyara kat, clan LSM sesuai kebutuhan dan keLersediacm 

etngga ra n . 



- 26-

Tim Pe mbina tersebut ditunjuk dan ditetapka n oleh gubernur 

setempat a ta u Kepala clinasjbadan daerah provm s1 yang 

me nyelenggarakan urusan pertanian. Tugas Tim Pembina Provinsi 

yaitu: 

a. menyusun petunjuk pelaksanaan Uuklak) yang mengacu pada 

Pccloma n yang disusun oleh Pusat da n petunjuk teknis yang 

disusun oleh Penanggung Jawab Program; 

b. melaku ka n koordinasi lintas sektora l antar- ins ta nsi eli tingkat 

Provinsi dalam rangka meningkatka n cfisiensi dan efektivilas 

pelaksanaan; 

c. melakukan koordinasi den gan Tim Teknis Kabupaten/Kota da lam 

pcmantauan dan pen gcnda lian, serta membantu mcngatasi 

permasalahan eli la pa ngan; dan 

d. m enyu sun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serla 

menyampaikan laporan ke tingkat Pusat. 

4. Tim Teknis Kabupaten/Kota 

Tim Tekn is KabupatenjKo ta beranggotakan dinas j badanjkantor 

daerah lmbupaten / kota yan g menyelenggarakan urusan pcrta nia n , 

instansi terkait, lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/ kota, 

perguruan tinggi, organisasi petani/ petani ahli/ asosiasi petani, LSM, 

dan la innya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran . 

Tim Tekn is terscbut dilunjuk dan ditetapkan oleh bupati j wa likota 

setempat a tau Kepala dinasjbadanj kantor daerah kabupaten jkota 

yang me nyele nggaraka n urusan pertanian. Tugas Tim Tekni s 

. Kabupa tcn / Kota yaitu: 

a. mcnyusun petunjuk pelaksanaan dengan mengacu pad a 

Pedon:wn yang disusun oleh Pusat dan petunjuk tekni s 

(juknis) 

clenga n 

yang 

kondisi 

dike rn ba n gkan; 

disusun oleh dacra h provinsi di sesuaikan 

so s ial buclaya setempat dan us aha Ya n u b 

b. m ela kukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran; 

c . m elakukan bimbin gan teknis, pemantauan / pengendalia n d<1n 

evaluas i; dan 

d. membuat laporan h asil pem antauan / pengendalian dan evaluas i. 

-
-
-
----
-
--
-
---
-
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-
-
-
-
-
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-
-
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B. Pengcndalian 

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan 

Pejabat Pembuat Komitmen. Proses pengendalian di setiap wilayah 

clirencanakan clan cliatur oleh masing-masing instansi. 

Pengawasan clilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian 

Pertanian, Baclan Pemeriksa Keuangan, dan masyarakat, diperlukan 

penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh 

pertania n , pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, 

orgamsas1 petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat 

pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga 

lcgislatif dan lembaga lainnya). 

Ada 9 (sembilan) simpul kritis yang perlu diperhatikan: 

1. sosialisasi yang dilakukan oleh Tim PengarahjPembina eli Pusat/ 

Provinsi clan Tim Teknis di kabupaten/ kota; 

2. persia pan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon 

lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/ Kota; 

3. transfer I penyaluran dana kegiatan Bantuan Pemerintah ke rekening 

penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang; 

4. pencairan dana kegiatan Bantuan Pemerintah oleh penerima bantuan; 

5 . kebenaran dan ketepatan penggunaan dana yang dilakukan oleb 

penerima bantuan; 

6. pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh penenma 

bantuan; 

7. pengembalian s1sa dana sebelum akhir tahun anggaran yang 

clilakukan oleh penerima bantuan; 

8. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban output, 

outcome, benefit, dan impact; dan 

9 . Bcri ta Acara Serah Terima (BAST) clan Surat Pernyataan bersedia 

· mcnerima hibah. 
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Pedoman ini bersifat dinamis, sesuai dcngan tuntutan dan kebutuhan 

metsyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. 

BAB VII 

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 

A. Pcmantauan dan Evaluasi 

Pemantauan clan evaluasi dilakukan untuk rnengetahui sedini mungkin 

bcrbagai masala h yang mungkin timbul dan dapat mengganggu c<1paian 

k ine rj a . Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala da n 

bcrjcnjang scsuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usa h a 

kclompok/lcmbaga, yang dilakukan sebelum dimulai kegiatan (ex­

ante), sedang dilakukan kegiatan (on-going), dan sete lah dilakukan 

kegiatan (ex-post) . 

Tim Teknis eli daerah kabupatenjkota, Tim Pembina Provins i dan 

Penanggungjawab Program eli Pusat melakukan pemant<1ua n dan 

cvalu<1si secara berjenjang. 

R. Pclaporan 

Kelompok tanijGa poktan/Lembaga membuat laporan fisik k cgintan 

tcrmasuk perma s a lahan/ kenclala yang dihadapi dan menyampaikan 

kepCl.cla Tim Teknis di daerah kabupatenjkota sebagai bahan 

pe18poran dan evaluasi. Laporan terscbut disampaikan kepac! a 

instansi/ lembaga terkait secara berjenjang. 

Dokumen persyaratan penca1ran dana, pelaporan clan BAST 

m engikuti k e tentua n pera turan perundang-undangan yang berl a ku. 

Unluk Satua n Kcrja Perangkat Daerah (SKPD) daerah provinsi d a n 

kabupaten/ kota yang menyclenggarakan urusan pe rtar1 ian 

penanggungjawab kegiatan belanja Bantuan Pemerintab, kclompok 

U-mi yang sudo.h ditetapkan scbagai penerima kegialan di-entry ke 

rla.tnbuse penerima dalam e-proposa.l. 

-
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BAB Vfii 

f>SNUTUP 

l'emlwrian 13 ;-l ntuan Perncrintah berupa transft:r uan g cla11 

h<H<:IJ1g/j <l~<l m c rupakan salah satu cara untuk mernfo:s ilitasi 

kclompok mosyarakat pertania n aga r mandiri dalam us a ha t~m i, ye~ng 

p;t cl<l akh irnya be rkembang d a n n1.enjadi kekualan eko no mi di 

pcrclcsClan, rncningkatkan kcsejahteraan petani d a n m cngur3ng1 

kcmiskinan , se rta dapat meningkatkan ekonomi secara nasio n0l. 

Pcngc lob8n clan Pcnyaluran Bantu an Pcmerintah Lin gku p 

l\"cnlc\1\cri a n Pertanian Tahun Anggaan 2017 sebnjutnya mcnj;1cli 

; \CllL111 b;:.1gi sc tTl.u a p ihak te rkai t dalam m ebksanakan progr~:tm cL111 

kcgtcltan p embc:m guna n pertanian. Peraturan Menlcri 11 11 agdr 

dtlinc!Ll kL:mjuli cle ngan petunjuk teknis ya ng disusun oleh Direklu 1· 

, I c n rl n;t\ j Kc p;1 la Bad an lingkup Kementerian Pcrlanian sc l<l ku 

l)ctl:111ggu11~~jC1w;:1b Program a tas nama Menteri Pc rt a ninn unluk 

lllLTljc·L,isk:~ n lc bih rinci kegia ta n Ban tua n Pe merintah. 

MENTEI~I PERTANIAN 

REPC 3LIK INDONESIA , 

TTD 
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DATA NASKAH NOTA KESEPAHAMAN 

SUB BAGIAN PERJANJIAN 
TAHUN 2016 

1. Nnta Kcscpahaman Nomor 04/l\!lou/liK.220/fVl/5/2016, 01/fVl\ilOlJ/V/2016 antara 
Kcmcntcrian Pcrtanian Rcpublik lndon(·sia dcngan lkatan Ccndckiawan Kcraton Nusantara 

( ICKI\) tcntang 1\·nl <mt~wLan datl Pcngclolaan Lahan Kcra!Otl l lntltk Pcningkatat l ProduJ...:si 

Pangan clan Pcngcmbangan llsaha i\gribisnis 

2. Not<l l(cscpahaman Nomor 45 i l \A';\PI-tv·ktllanill/2016. 03 tvlol L II K.220/ f'v1 /2/20 16 anUlta 

lkatan \\/anita Pcngusaha Indonesia (lWAPl)dengan Mcntcri Pcttanian Rcpublik Indonesia 

tent<mg Ketjasama Pengembang<m Kavvasan Rumah Pangan Lestari (KRPI,), Penguatan 
·r<)ko Tani Indonesia (TTl) dan Pengembang<m Usaha ·rani Lainnya. 

3. Pcr_janjian l(.t'T_jasanla Non1or l36/ I- -J. f(.:2J(J/ l./{):2/'2016~ 17053/I-ll( .200/F/0:2/=:0 1 ()~ 

0 l/ l-,iPKS/20 I C>, 01 !F!PKS/20 1 (). 0()/KS/!PJ-l LlPI/11!201 6 <tntar<~ Badan 1\.·nel itiatl chin 

l\.·ngL·mbangan Perlanian Kemcntcrian Pcrtanian. Direktorat Jcndcral h:'tcmakan dan 

KesL'h::Jtan Hcw<In Kementerian Pertanian Republik lnclonesia. Direktnrnt Jender<t! 

1\.'nglwtatl Riscl dan Pcngetnh<Ing<lrl Keml'lllt'l·ian Risct. Tcknologi dan Pcndiclikatl Tinggi 

1\ cpuhlik lndn tlL'Sia. Dird;,torat Jcndcral Pcnguatan lnovasi, Kcmcntcrian Risct. Tckt1ologi. 

dan PL'ildidikan linggi Rcpublik Indonesia. Kcdcputian Bidang llmu Pcngctahuan I Lty<tti. 

],ctnbaga llmu Pengctahuan Indonesia kntang Risct, Pcngcmhangan dan lmplcmcntasi 
lnovasi Bidang Pcrtanian 

4. Nut<1 Kcscpahaman Nomor 0 JiN K/ 11 /20 16. 02/f'v1oU/I IK.220/\-1/2/20 16 an tara Kum isi 

Pcngawas Pcrsaingan Usaha dengan Kcmcntcrian Pcrtanian tentang Penccgahan clan 

Pcmmgzman Pr8Uik Monopo li clan Pc-rsaingan Usaha ·ridak Sel18t di Bidang Pcrt8ni8n 

D8lmn Rat1gka l\<1c\vujuclk8n Kcclau latan Pan gatl 

NuLl Kcscpahmnan Nonwr SP.l -112/0 1-55/02/2016. 01 /Mo\ l 1J-!K.2201Tvl /2/20 16 anl<lra 

!(umisi Pcrnbcnmtasan Tindak Pidak Pidm1a Korupsi deng<m Kemcntcrian Pcrt:.tnim1 

tent:mg Ke1jasam<1 Dalam Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi Scrl<I lata Kelol:t 

Komodit:.ts P:mga tl Dalam Rangka lvlewujudkatl Kedaulatan Pangan 

_.. 6. Nota Kescpahaman Nom or 2232/HK.220/A/06/20 16. 23106/2016 anlm:1 Kcmcntcriw1 

l\:rt<lllian Jeng<lll Lcmhaga Pencrbangan dan 1\ntariksa Nasional ( Li\ l) i\N l tentmg --
-
--

·--
--

Pcngcmhangatl dan 1\:manfaawn IL·knolngi. Data dan lnl\Hm asi l)cngindcr<l<lll .lauh S"ll'lit 

lJntuk iv1cndukung Pembangunan Pertanian. 

7. Letter Of Understanding (Nask:1h Kc~jasama Praktik Kcrja lapangan Pcndidikan Sistcm 
(ianda) antara Sckolah \.•!cnengah Kcjuruan (SMK) Ncgcr i 2 Rangb.sbitun g dcngan Bnl<1i 
Pcngkaiian Tck nologi Pcrtanian l>atltcn Nomor 4:21.5/73 7-Si'v1 K .N 212016. 
ll!:2/ ll f'vl.24()il. 12. I OiV:20 16 

8. Not~t Kescpahaman Nomor 138/KN.110/K/03/2016, fv10U /04/lll/2016, MOl l' lO/Jll/2016. 
PK-60/DM000 '03!20 16 an tara K..:pala Bad an Ketabanan Pangan Kemcnterian Pertanian. 
Dcputi 8idang Produksi dan Pernasaran Kernenterian koper;tsi dan Usah<l Kccil 
ivlcm:ngah. Dircktur Utan1a Pcrurn BU LCKr. I...:L·tua Urn urn Dd .. opin. Ketua l mum lnduk 
l(upcrdsi Kartika, Pembim1 Pusat Kupcrasi fv1Ark<ls Bcsar l<e1>nlisi:m Rl. l<e tua Kelum1wk 
Tani Ne1ayan /\nda lan ten tang Optima1isasi Distribusi Pangan Pob1k 20 I (l- 2 () l <) 



9. Nota Kescpahaman Numor 21 008/l1K.220/I:!03 !::20 I h antm::t Dircktorat Jcnderal 

Pl'lenwbn dan KesL·lwtan ll ewan dengan p·r. Clwroen Pokplwnd Indonesia lhk. PT .f <tpl ~ t 

Cumt\:·ed Indonesia Tbk. PT. l'v1alindo Feedmill Indonesia Thk. PT C.J-Pl;\. PT fT"B. PT 

C:ihadak lndah Sari Farm, PT Wonokoyo Jaya Coq}, CV Vlissoouri. Pf ll yhro Indonesia. 

PT PJtriot intan Abadi. PI Si erad Produce Group. PT Sinta Feed Cit\lup. PI Sido /\gung 

Croup. PT rvlustika Group. C! abu ngan Org<tnis<tsi Pcternak i\ y< tl 11 1\<bional. Perhimpunan 

fnsan Penmgg~1sw1 Rakya! lmlo!h_'s ia._ Pcrhimpun3n Pct crn3k l inggas NusantJra. 

Perhimpunan Pctcrnak Unggas lndon(·sia. 1-"ronL Pcternak Indones ia Lcntang Peranscrta 
Dal8m Pcnyusunan Rcgulasi 13idang Pcnmggasan Nasional. 

10 Nota Kesepahaman Nu mor 3 11 21Siv1.210/l/2016. 42/UNC>.I<.KT;f\,1uL Ji2()16 an tara Badan 

Pt·nyuluhan dan Pengemh<mg<m Sun1ber Daya Manusia Pertanian dengan Universitas 

Jladjadjaran ten tang Pengcmbangan Protl·sional isme Sum her Daya l'v1anusia Pcrtanian 

Mclalui Pt·nyckng.gaman Tugas Bclajar Pcgawai Nq;cri Sipil Li11gkup Pcrtanian 

I I. Kesepakatan Bersama Nom(lr 1524/Tl.030/E/I 0/2016. 5::?.5/5::?. 17/KS P/DISBUN, 

525/SOOiUT/::?.0 16, SIN KK-SRY /Hl.I K/20 16. 5201540DJTAN BU N/X/20 16, 

071 / INOBUX'20 16 an tam Dircktorat .lcnLkral Pcrkcbunan. Kcmcntcrian Pcrta ni<Jn . 

Pcmcrintah Pnwinsi Kalimantan l'cngah. Pcmt'rintah kabup<tlcn Kota \}./ar-i ngin l)arat. 

Pcmct·intah Kabupatcn ~cruyan, Pcmcrintah k<1hupatcn Ciunung \las. Yay<1san Pcnelitian 

lnovasi Bumi k'nt<mg. Pengembangan Sistem Dnt<~ clan lnt'ornwsi PerLehumm k~·l,tpa S,t,\it 

Svvadaya Di Provinsi Kalimantan Tengah. 

I ::?.. Nota Kesepahaman Nomor 933/l-fTvl.2JO!D/1l /2016. 26()i])l .'/Fk s!PP1 i \1/2U I 6 antar<1 

Direk.tur Jt'ndnal 1-lorti kultu ra dengan Dircktur Utanw PT. Pt·rusahaan Perdagangan 

Indonesia (PersL·ro) tenlang Stabilisasi Pasokan dan Hargu B;:mang \:lerclh dan/atau Cabai 

di WiJayah DKJ .Jakarta. 

13. Nota Kesepalwman antara Kementerian Pertanian dengan Badan Pusat Statistik Nomor 

04/MOl i/(J L030/M/2/20 15. OJiKS.M!27-II120 15 antara Kcmenterian Pcrtanian dengan 

Badan Pusa t Statistik ll'ntang Pengcmbangan Statistik Pt'rtanian . 

14. Nota Kcscpahaman Nomor IO/MoU/RC. l20/f\·1/12i20 16. Kcrma/ 18/Xlfi20!(J. antara 

Mcnteri Pertanian Rcpublik Indonesia dan Panglim<1 Tcntara 1\iasicmal lmioncsia tcntnng 

Kednulatan Pangan Nasional 

15. Nota kescpahaman Ncnrwr 20.6/l'v-IC)U/1/09!20 16. 197/~29/TU-Pimp ' l Xi20 16 an tara 

Kc·pai:J Baclan Penyuluhan dan Pengembangan Sumher Dayll i'vl <lllusia Pt·rt<Hlian. 

Kemenlerian Pcrtanian dengan Bupali Pnnajam Paser Utara Lent:mg Pengadaan Calon 
Pegawai Negeri Sipil Tahun 20 16 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabup~1ten Panajam 

Paser Utma Dari Tenaga Harian Lepas Tenag<t Bnntu Penyuluh 1\:rtaniC~ n. 

I h. 1\ota kesepahama11 Nomor 20.3/MOU/!!09/20 16. 520 '39JiBKPJ-SLT/L\i2() I (J antara 
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Dayll I'vle~nusia Pertnnian . 
Kemenlerian Pcrlanian ck·ngan Bupati Berau tcntang Pengad aa n CaJun Pcgaw ;ti Nc·geri 

Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pcmerint3h Dacrah Kahupatcn l3crau Dari Tcnaga llarian 

L~·pa s Tcmtga Bantu Pcnyuluh Pcrt<mi an. 

17. Nota kcscpalwman Nomor 20.7' f\.i!OU!I /09/:2016. 119! 125/l<...JS-KS/ \'111'::?.016 anlara 

KL'pala Badan Pcnyuluhan dan Pcngcmbangan Sumber Daya fVIanusia Pt·rtaniJn. 
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-
Kt::mcnlLTian Pcrt:mian dengan \Val iko ta Samminda tcnl<mtl l\'tlL~ildaan CaJun PeQawai 

~ ~ ~ 

Nt'geri Sipil Tahun 20 16 di Lingkutlgan Pemcrintah Dacrah Kota Samminda Dari Temtga 

- !brian I .ep<ts TL'twga Bantu Pcnyuluh Pertani~m . 

- 18. Nota Kcscpahaman Nomor 20.8/tvlOU/!/09/2016, 180!27/MOU!IIUK/IX/2016 antara 

-
-

IC'pala 8adan Pcnyuluhan dan Pcngcmhangan Sumhcr Day ~1 [VJamtsia Pertanian. 

Kcmcntcrian Pcrtanian Jcngan \Valtkota Balikpapan tcntang Pcngadaan C:alo11 Pcg~mai 

NcgcTi Sipil l<lhun 20 16 di I .ingkung<m Pemcrintah Dacrah Kota nalikpapan Dari ·renag<t 
I brian l .cpas Tcnag<l 13antu Pcnyuluh l)crwnian. 

- 19. Nota Kescpahaman Nomor 20.2/lvlOU/I/09/20 16, 8 J 0/334/BK PP an tara Kcpala Bad an 

-
-

Pcnyuluhan dm1 Pengembangan Sumbcr Daya Manusia Pertanian , Kcmenterian Pertanian 

deng<1I1 Bupati Lhser tentang Pengadaan CaJon Pegawai Negei'i Sipil Tahun 2016 di 

L.ingkungan Pcmcrintah Dacrah Kabupatcn Pascr Dari Tcnaga tlarian Lep::ts Tt'naga 13<mtu 
Pem uiuh Pcrtanian. 

- 20. Nota Kesepahaman Nomor 20 .5 /i'vH}Uil/09/2016. 810/!085/BKD!lX/2016 antarn Kqx.!l~t 

--

-
-
-
----

Badan Peny·ululwn dan Pengemb<mgan Sumber Daya fvlanusia Pertanian , Kemenkri<m 

Pertnn ian dengan Bupati Kutai Timur tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil 

Tili1Un 2016 di Lingkunptn Pcmerintah Dacrah Kabupatcn kutai Timur Dari lcnaga 

lieu ia11 I .cpas I cnuga Bantu Pcnyuluh Pertanian. 

21. Nota Kcscpahaman Nomor 20.4/tvlOU/I/09/20 16, 81 OiJ 120/I\..I\..PP-Tl!.P/IX'2() 16 antata 
Kcpala Badan Pcnyuluhan dan Pcngcmbangan Sumbcr Daya rv1anusid Pcrtantun. 
Kcmcntcrian Pcttanian dcngan Bupati Kutai Bmat tcntang Pcngadaan CaJon Pcgawai 

Ncgct·i Sipi1 Tahun 2016 di L.ingkung;1!l Pcrncrintah Dacrah Kahupatcn l'utai Barat Dari 

lcnaga I larian l .cpas Tcnaga Bantu PL·nyuluh Pettanian. 

Nota Kcsepahaman Nonwr 20.1 it'vlOUii/09/20 16 antara Kcpala Badan Pcnyuluhan dan 

Pc-ngcrnbangan Sumber Daya Iv1anusia Pertanian, Kcmenterian Pcrtanian dengan Bupati 

Ku l<1 i Kcrtaneg.ara tentang Pengadaan Ca!t)n Pegawai Negeri Sipil T<llwn 20 I (J di 
L.i ngkungan Pcm~_'rintah D<lcrah Kabupaten Kutai Kcrtancgara Dmi Tenaga llmim1 Lepas 

Temtga Bantu Penyuluh Pcrtanian. 

~_1 Nota Kesepahanwn Nomor 23.13/l\·10U/I/09 2016. 15 TAlHIN 20 I (J an tara kcpala B;~d<m 

Penyuluhan d:m Pengembangan Sumher Daya fvl<musia Pertanian. Kcmenteri<.tn Perumian 

ckn~<m Hupati lim ito f'imur tentang l\:ngad<.lat1 Cal on Pcga\vai Ncgcri Sipi I l:1hun 20 16 eli 

l.ingkungan 1\::mL'rintah Dacrah Kabupat...'n Barito Timm D~u· i I cnaga l !~uian !.cp<ts 

Tci1<Ilp.l 13::mtu Pcnyuluh Pertanian. 

- 2Ll. Nota l<cscpahanwn Nom or ::?3 .1 0/l\:J OU/l/00120 16, 8 J0/4 ::?6/bkd an tara Kcpala Backtn 

---
Pcnyuluhan dan Pcngcmbangan Sumhcr Daya Manusia Pertanian. Kcmcntcric.m Pcrtanian 
,kn~<1t1 nupati \ /lurung fbya tcntang Pcn~:<ldaan Ca!Cln Pegzt\\ai 1\l'gcri Sipil 1'~1hun ::?0 I 0 
di I .ingkung<m Pc111crintah Dacrah K~1bupatc·n Vlunmg R<1ya Dari lcnaga llmian I ,cp<IS 

Tcnaga Bantu Penyuluh Pcrtanian. 

- 25. Nota I<.csepahaman Nomor 23.6/MOUil/09/2016, 180/13/l-IUKi]X/2016 <mtara Kepala 
Baclan Pcnyuluhan clan Pengcmbangan Sumber Day<I iv1anusia Pcrtanian. Kementcrian 
Pen<mi<m c.lengan f3up<1ti Pulang Pi sau knt<mg Pcng<1<.h1an CaJun Pcgav-.:11 Negcri Sipil 
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Tahun 2016 di Lingkungan Pemerinlah Daerah Kahupalen Pulang Pisau Dari Tenaga 

HC~rian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pntanian. 

26. Nota Kescpahaman Nomor 23.7 /f\:'IOU/1/09120 16, 25 TA HUN :20 I() an tara Kcpala Bmlan 

Pcnyuluhan dan Pctlgcmh<mg<~n Sumbcr Daya \-bnusi<1 l\:rtani ~u1, kcnh:ntcriJil Pcrtan tai1 

dc11gan B up~tti C!unu11g \:las tct1tang Pl·ng<tda;lll (\don Pcg~t\Vdi Ncgc ri Sipil l ahun :20 I (J di 

Lingkungan Pcmerintah Daerah Kahupaten Gunung !vlas Dari I c11agJ llarian Lcpas 

Tcnaga Bantu Penyuluh Pcttani an. 

"'7. Now l(escpahmnan Nom or 2~.8/\•10l! ! l/09i20 16. 800/51 'kl X!BK Pl)-.20 I (l an tara Kcp<dn 

l~adatt Pcnyuluhan dan Pcngcmbangan Sumbcr Daya fv1anusia Pcrt<mian. Kcntl'tttcrian 

Pcrtanian dengan Bupati Larnandau tcntang PcngL~d<tan Calon Pcga\vai Ncgcri Sipil T:thun 

2ll 16 eli Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten L.atmmdau Dmi Tt'naga llari:m Lt·pa:s 

Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian. 

:21-\. Nold Kesepahaman Nomor 23.9/iv10U/J!09/20 I 6. 14 T;\1 !UN 20 I (J <tn Umt Kc>pab BaJ <m 

Pt·nyululwn dan Pc>ngl·mb:mgan Sumbcr Dttya \,'htnusia Pcrtanian. I<cmctltnian J>crt;mian 

dengan Bupali Suk<imara ten la ng Pengad:wn Cal on Pegavvai \lcgni Sipi I Tahun 20 I (J di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupatcn Sukamara Dmi lenag<t ltuian Lepas Tenaga 

Bantu Penyuluh Pcrtanian. 

20. N(l[a Kcscpalwmatl Nomor 2~ . 12.if'v10ll / !/09/2016, 521.12/ l279!BKPPi09!:20l6 antara 

Kt'p<tl <t 13adan Pct1yuluh:m dan Pctlgcmhang<m SumhlT Daya i'vl <tttusia Pntani ~.fn , 

Kcmcntcrian Pcrtanian dcngcm Bupati Scruyan tcntang Pengad<IJI1 Calon Pqpnvai Negeri 

Sipil I ahun 2016 di L.ingkun gan Pentcrintah Dacmh K<lbupatcn Seruyan Dari I cnaga 

llarian Lcpas Tcnag<~ Bantu Pcnyuluh Pertanian. 

30 N,1t3 Kcscpahamcm Nomnr 2'..11 /MOl 1/ [/()9/:20 I C1 antma Kcp<ll<l I~<Jdan Pcnyululwn clan 

Pcngcmbangan Sumber Daya tvianusi:J Pert:Jnian. Kcmenleri<tn Pcrtanian dengm1 Bup<1Li 

Katingan tent<1ng Pengadaan CaJon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupalen Katingan Dari Tenaga Hari an Lepas Tenaga Bantu 

Penyuluh Pertanian. 

31. Nota Kesl'pah;llnan Nomur 23.4/MOU /]!()() /:2() I(), 81 0/3S5 i i~KD-P\1TX 1:2() 16 ant;m1 

Kepala B<tJun J>enyululwn Jan Pengembangan Sumbct· D;1ya JVIanusi<t Pertatmm. 
Kl·menlerian Perianian dcngan Bupati Kol<l\Vmingin Timm tentang Pt·ngaJn:m Cilon 

Pcgawa i Ncgcri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pcmcrinwh Dacrah kabupatcn 

kotav .. aringin Timur Dari Tenaga Harian Lepas ·renaga Hantu Pcnyulu h Pl'ltani an. 

32 Nota Kcsepahaman Nomor 2J 5/VIOU/1!09/2016, X001 1 . .l.nmK .III i20!(J :mtctra l(cp<ila 

Bmian Pcny·uluhan d;:m 1\:ngcrnbangan Sumbcr Daya Manusi<1 Pcnanian, Kcmcntcrian 

Pcrtanian dcngan 13upati Kotavvaringin l~a ral tcntang Pengada<m CaJon Pcgawni Ncgcri 

Sipil Talnm :2016 di Lingkungan Pemcrintah Dacra h Kabupatcn Kotawaringin Barat Dari 

rcnaga Harian I. epas fenaga Bantu Pcnyuluh Pcrtaninn. 

:1.1 Nul<l Kc:->l'])~lhaman Nomor 23.1 / r--,'I()L '/ !Wi' 20 1 ( l . ~OO/:.J.:'5 1lH~PPUi:2(J I (J wttar~l K~c']l~ll~l 

B<ldan Pcnyuluhan dan Pcngl·mbangan Sumbcr Daya M:musia 1\:rl<mian, Kcrnt'ntcrian 

Penanian deng<m Bupati Kapuas tentang Pcngadaan Calon Pcgm\tti Ncgeri Sipil Tdhun 

2016 di Lingkungan Pemerintah Daera b Kabupaten Kapuas Dari Tcnaga l !arian Lt·pas 

Tenaga Bantu Penyulub Pertanian. 
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38 . 

Nota Kesepalwman Nomor 23 .:2 /MOU/1/09/20 16, 800/139 bkd/20 16 an tara Kepab Bad an 

Pcnyuluhan dan Pc:'ngcmbangan Sumher Daya \hmusia Pertanian. Kt::menterian Pertania11 

dengan Bupati Ban to () tara tent<mg Pengadadn Calon Pegmvai Negeri Sipi l Tahun 2016 di 

Llngkungan Pcmerintah Dacrah Kahupatcn Barito Utara Dari rcnaga !JariJn l~cpas Tcn<tga 

Bantu Pcnyu luh Pertanian. 

N(1ta Kcscpahaman Nomo r 233/MOtr /1/09/2016, 800/664![1!/HKPP antara Kcpala Badan 

Pcnyuluhan d<lrl Pcngcmhangan Surnbcr Day<l \lanusia Pcrtanian. Kcmcnteri<m Pcrtanian 

Jc·ngan Bupati Barito Sclatan tenung Pc·ng<ldaan Calon Pcga\vni Ncgcri Sipil Tahun 2016 

di l.i ngkungan Pcmcri ntah Dacrah Kabupatcn Barito Sclat~u1 Dari Tcnag<l llarian Lcpas 

Tetwga Bantu Pcnyuluh Pcrtani an. 

Nl1ta Kesepahaman Nomor 27.11/rvlOlJ!l /0<)/2016 antara K~pai<l Badan Peny uluhan clan 

Pcngcmbangan Surnbcr Day<l rvlanusia Pcrt:mian. Kcmcnterian Pcrtanian Jcngan Bupati 

1\ lo row::ili Utar:1 tcnt<mg Peng<ldaan Calon Pegawai Ncgeri Sipil Tahun 2U 16 eli Lingkungan 

Pemcrintah Daerah K:1 bupaten ;'v1or0\val i Utara Dari T cnaga 1-larian Lt::pas Tcnaga Bantu 

Penyuluh Pertanian. 

Nota Kesepahaman Nomor 27.12/ f\·10Uf!09/20 16. 180/061!\ilO lJ !/20 16 a11ta ra Kt:' pala 

13adan Pcnyuluhi\11 dCll1 Pcngcmhangan Sumbc1· Daya Manusia Pcrtanian, Kcmc ntcr i<l11 

Pntanian dcngan Bupati Banggai !.aut tcntang Pcngadaan CaiPn Peg;nvai Ncgcr i Sipil 

·rahun 2016 Ji l. in gku ngan Pcmcrintah Dacrah Kabupatt·n Banggai !.aut Dari ·rcnaga 

ll nria11 Lepas l cnaga Bantu Pcnyuluh Pcrtanian. 

Not<l Kcscpahaman Nomen 20.6/MOU/l/09/20 16. 800/33.20 1SLTDA an tara Kcpa la Badan 

Penyuluhan cbn PcJ1gcmbangan Sumbcr Daya \1anusia Pcrtanian , l(t'rncntcrian Pcrt<mian 

dcngan l(ahup<llcn Sigi ten tang Pcngadaan CaJon Pcgmvai Ncgcri Si pi I I a hun 2016 di 

I ~ i11gkungan Pcmcrintah Dacrah 1-.::abuapctn Sigi Dmi "l'cnag<' llar ian l .cpas lcnaga Bantu 

Pcnyuluh Pertanian. 

~9. Not<1 kcsep<lllam<ln Nomor 27.1 O/MOU/f /()9i20 16 antara Kcpala Bacl::tn Pcnyuluhan dan 

1\.' Jl gembangan Sumber Day~! ['vlmll!si<1 Pert<mian. Kcm'-'ntcrian Pcrta ni<111 dcngan Bup:tt i 

l o jcl Una Utw tenl<lng Pengmlaan Calon Pcg:m<li Negcri Sipil T<1hun 201() di Lingkun g<1 11 

1\ :'merin tah Dm~rah Kab upaten Tojo Una Una Dari Tcnaga Hmian Lepas Tenaga Bantu 

Pcnyu luh Perlanian. 

40 N\l t<l kcscpah~m1a n Nom\1 1· 27.) / i\•10lL'L'092016. 8100658/ IW4k antdrJ kcpala Bacl<tll 

PL'nyuluhan dan Pcngcmbangan Sumhcr Daya rvlanusia Pcrtanian. Kcmcnterian Pcrtanian 
ckngan Bupati Pari gi 1\•loutong tcntang PcngaJaan Caton Pcgawai Ncgcri Sipil Tahun 20 I() 

di l.ingkungan Pemcrintah Dacr<1h Kabupalcn Parigi Moutong Dari Tcnaga I Iar ian I ~Cpds 

Tcnaga Bantu Pcnyuluh Pcrtanian. 

4 J. N\1t:t Kcsepaharnm1 Nomor 27.13 /1V10U/Ii09!20 16, 16/MOl J!K IJYr;\N-PLM DA KCH.-\ 

PA!l li JX i2016 antara kcpala Badan Pcnyuluhan dan Pcngcrnbang:1n Sumbcr Day<t 

tvl <J nttsia Pertanian. Kementerian Pertanian clengan Walikola Palu ten tang Pengadaan Calon 
Pcg<J\\ai Negc:' ri Sipil T~ihun 2016 eli Lingkungan Pemerintah Dacrah Kota Pa lu Dari 
Tenaga Harian Lepas Tenaga Ban tu Penyuluh Pertanian. 
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42. Nota Ktsepalwman Nomur '].7.1/IVlOUi!/09/20 I(). 180/:21 0-llukum/20 I (J anlm:J Kepala 

Rt<.Ltn Pe·nyuluhan J<m Ptngt•mbangan Sumbtr Daya l\:lanusia Pertaniclll. Kc:nwnterian 

Pcrt:mian de ngan Bupali Poso lt.·ntang Pengadaan Calon Pegmvai Nt·geri Sipil Tahun :2016 

di I _ingk ungan Pemcrintah Dac rah K~1bupatcn Poso Dari 'I c1wga 1 Lu ian I .c pas Tc11<tg<1 
H<mlu Pcnyuluh Pcnanian. 

4.J. Nota Kcscpahaman Nomor 27.9/[VlOUi l/09/20 16, 419/093:2/BKPPD/Vlll/2016 antara 

Kcpala Badan Pcnyuluhan dan Pcngcmbangan Sumbcr Daya 1\-'lanusin Pcrtanian. 

Kcmentcrian Pcrtanian dcngan Bupati l\!lorowali tcntang Pengadaan Calon Pcgawai Negcri 

Sipi l ralwn 20 16 eli Lingh:ungan Pemerintah Dacrah Kabupaten \1(11'0\\ali Dari Tell<.tga 

llarian l,cpas Tcnaga Bantu P~nyuluh J\:·rtanian. 

44. Nota Kcsepahaman Nomor 27.2/tviOU/l/09/20 16. 8 I J/020 I /BKD/:20 16 an tara Kcpala 

B~tclan Penynluhan clan Pengembangan Sumber Daya Manusia PertanimL Kementer ian 

Pcnanian clengan Bupati Donggala Lentang Pengaclaan Calon Pegmvcli Negeri Sipil Talnm 

:20 I (J di Lingku ngan f'emerintah DC!crah Kabupakn Dongg<ll el D,ni T'en~tgd 1 !ari ;tn Lcpas 

I cnaga Bantu 11en)·uluh l\~rtanian. 

45. Nota Kesepahaman Nomor 27.7/MCHJ/l/09/20 16. 800.0 I /3122.0:2l3KD anlma Ktpala 

Badan Penyuluhan dan Pengcmbangan Sumber Daya Manusia Pertani an. Kemcnll'rian 
Pcrtani an dengan Bupati ·ro li ·roli tentang Pcngadaan Calon Pcgawai Ncgl·ri Sip il ·r~1h u n 

2016 di Lingkungan Pemerintah Dacr(lh Kabup(lten loli foli Dari Tenaga Harian Lepas 

lenaga Hantu Pcnyuluh Pcrtanian. 

46 . Now Kcscpaharnan Nomor 27 .3/MOU/ l/09/2 01 6, 800/40. I :2!BKDi2() 16 antara Kep<dn 

Badan Pcnyuluhan clan Pengembangan Sumbcr Daya Manusia Pcrtania11 , Kemcnlcrictn 

Pcrtanian dcngan l3upati Buol tentang Pcngaclaan CaJon Pcgmvai Ncgeri Sipil Tahun 2016 

di l.ingkungan Pcmcrintah Dacrah Kabupatcn Buol D:t1·i 'h·naga ll ar ian l.cpas Tcnaga 

Bantu Pcnyuluh Pcrtanian. 

4 7 Nota Kesepabaman Nom or 27.8/MOU/l/09/20 16. SUO/ 11.58/HKJ) <l ntar<l Kep,lla B<lthln 

PL·nyuluh<m clan Pengernbangan Sumber D<ly a \'l<musia Pertani an. kL'rJlCiltcri<tn Perlclnian 

dengan Bupati Banggai tent<tng Pengadaan Cal on Pegawai Ncgeri Sipi l I "hun 201 (J di 

Lingkung:m Pemcrin tah DatrC!h Kahupaten Banggai Dari f L·naga 11ari<.tn L.epas Tell"!::' '- ' 

Bantu Pen yuluh Perlun icm. 

4~ Nota Kesepahaman Nomor 27.4/t'vlOU/1!09/20 !6, 1l/MoU !:2()1 6 antara Kcp<lla BaJ"n 

Pl·nyuluhan dan Pengcmbangan Sumher Daya Manusia Pcrtanian. Kcmen ter ian Pert~mia n 

dcngan Bupati Banggai Kcpulauan tcntang PengaJaan Calon Pcg:mai Ncg(•ri Sipil I ahun 
201h di l,i ngkungan Pl·merintah Daerah Kahupatc11 Banggai Kcpulauan Dari Tcnaga 
ll arian Lcpas Tcnaga 13antu Penyu luh Pertanian. 

49. Nota Kcscpahaman Nomor 20.7il'v10U/I/09/2016. 119/ 125i K.JS-KS/VIIJi201(J antara 
Kcpala 13adan Penyuluhan dan Pcngcm ban gan Sumbcr Daya f\·Luw si~l Pcrt<lllian. 
Kl·mcnterian Pertaninn Jengatl Walikota Samarinda ll'11lang Pcngad:wn Calon Pl·g:m<li 
Neg<..'ri Sipil Lll1un :::01 (J di Lingkungan Pcmcrint<th Det(Tah !-:Pta S<unari11d<1 Dmi [cnagcl 
Hmian Lepas Tcnaga Bantu Pc·nyuluh Pertanian. 

50. Nota Kcsepahaman Nomor l 9.3 /MOU/l/09/20 I 6. 8! O'Ks-07iiJKlJ!20 16 an tara Kepala 

Baclan Penyuluhcm dan Pengemhangan Sumbn Daya Manusia Pertani <lll. Kemcnlt'ri<lll 
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Pertanian dengan Bupati Leh<lk tc11lang Pcngadaan Calon Pega,vai Ncgeri Sipil Tahun 

2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Dari Tenaga lfarian Lepas 

Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian. 

51. Nota Kescpahaman Nomor 19.2MOLI/l/09 120!6. 810/1444446-BKD/2016 antara Kcpala 

Hadan Penyuluhan dan Pengembangan Sumbcr Daya [Vlanus ia Pcrtanian. Kcmcntcrian 

Pcrtanian dengan Bupati Pandcglang tentang Pengadaan Calon Pegav,·ai Negcri Sipil Tahun 

20 16 di Lingkungan Pemcrintah Daerah Kabupaten Pandeglang Dari ·renaga J larian Lcpas 

Tcnaga Bantu Penyuluh Pertanian. 

52. Nota Kcscp<lhaman Nomor 19.! / f\:'lOlJ/1.109!2016, 520.!3/f'v1CHJ.1:7-BP2KP/20 16 antara 

Kep<ll<l Bmlan Penyuluhan dan Pengemb<mgan Sumbcr Daya i\.•!anusia Pcrtanian. 

Kcmenterian Pertanian dengan Bupati Serang tentang Pcngadaan CaJon Peg;:m<li Negeri 

Sipil Tahun 2016 eli Lingkungan Pernerintah Daerah Kabupaten Scrang Dari Tenaga 

Hmian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian. 

53. Nota Kesepahaman Nomor 19.4/MOU/Ji09!2016, 8!3/2136-KH/\U2016 antma Kepala 

Badan Pcnyululwn dan Pengembangan Sumbcr Daya Manusia Pertanian. Keme nkrian 

Pertanian Jengan Bupati Tanger<mg tentang Pengadaan Calon Peg<mai Nege ri Sipil Tahun 

20 J 6 di Lingkungan Pemerintah Dacrah Kabupatcn Tangerang Dari Tenaga llmian Lepas 

Tcnaga Bantu Pcnyuluh Pertanian. 

54. Nota Kcscpahaman Nomor I 9.6/iv10UT09/20 16. 181 0/13-Disperla/2() 16 antara Kcpal<l 

Badan Penyuluhan dan Pcngemhangan Sumbcr Daya l'vlanusia Pcrtanian, Kementerian 

Pcrtanian dcngan Walikota Cilegon tcntang Pengadaan CaJon Pcgawai Ncgcri Sip il ·rahun 

2016 di I.i ngkungan Pernerintah Daerah Kota Ci lcgon D<lri Tcnaga ll arian l.cras Tcnaga 

Bantu Penyuluh Pcrtanian. 

55. Notn KeSL'pahaman Ncn11or 19.5/iv10li!ll09/20 1 (J antma Kcpala Badan Pcnyuluhan d<m 

Pcngembangan Surnbcr Daya i\.·Lmusia Pcnanian. Kementcrian Pcrtanian dcngan Walikota 

Tangerang ten tang Pcngadaan Caton Peg;nvai Negeri Si pi I fa hun 2016 di Lingkungan 

Pcrnerintah Daerah Kota Tangerang Dari Tenaga Harim1 Lepas Tcnaga Bantu Penyuluh 

Pertanian. 

56 . Nota Kesepahaman Nom or 19. J /fvlOU/1/09/20 16, 89/165.1 O-BKD/!Xi20 I 6 antara Kepala 

Badan Pcnyuluhan Jan Pengembangan Sumher Daya Manusia Pertanian. Kemcntcrian 

Pc1tanian dcngan \Valikota Scrang tentang Pcngadaan Calon Pegawai l\cgcri Sipil Tahun 

20 16 di Lingkungan Pcmcrintah Daerah Kola Serang Dari ·rcnaga Harian Lcpas Tcnaga 

Bantu Pcnyuluh Pertanian. 

57. Nc1ta Kescpaham an Nom or I CJ.S ' MOL!L09/:2 0 16. 134.4.3/ 136 7-1\:rniSctda/2016 an tara 

Kcpa]a Badan Pcnyuluhan dan Pcngcrnbangan Sumbcr Daya Manusia Pcrtanian, 

Kcmentcrian Pcrtanian clcngan \\'alikota Tangerang Selatan tcntang Pcngadaan Calon 

Pcgmvai Ncgcri Sipil Tahun 2016 eli Lingkungan Pcmcrintah Daerah Kota Tangerang 

Selatan Dari Tenaga Harian Lepas lenaga Bantu Penyuluh Pertanian. 

58. Nnw Kc' ::;epaharnan Nom or 16. 1 i\:IOU/[!09/:20 16. 30/I'v10U!Bt/20 16 <li1Wra f<ep<ll <l Baclan 

PenyuluhJn dan Pengcmbangan Sumber Daya Manusia Pcrtanian. Kcmenterian Pcrtanian 

dengan Bnpali Bantu! tcntang Pengadaan Cal on Pegmvai Ncgcri Sipil Tahun 2016 di 
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Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupmc:n Bantu! Dari Tenaga ]-brian Lepas Tenaga 
Bantu Pc:nyuluh Pertanian. 

59. Nota Kcsc:pahaman Nomor 16.J /MOU/L'09 120 16. 415.4/K B/ 1 () i 2() 16 antara Kcpala Badan 

Pcnyuluhan dan Pcngcmhangan Sumbcr Daya Manusia Pertanian, I~Cillt.'ntct·ian Pcrtanian 
dcngan Bupati Gunung Kidul tentang 1\::ngadaan Calon 1\:gmvai Ncgcri Sipil Tahun 2016 
di Lingkungan Pemcrintah Dacrah l(abupatcn Gunung Kidul Dari Tenaga Harian Lepas 
lcnaga Hantu 1-\'nyuluh Pcrtani an. 

60. Nota Kcscpaharnan Nomor 16.4/MOU/l/09/2016. 50itrloU-KP!f lK 1\.'1!:20 ](i an tara Kcpala 

Badan Pcnyuluhan dan Pengcmbangan Sumbcr Daya l\·1anusia Pcrtanian, Kemcnterian 

Pertanian dengan Bupati Kulon Progo tentang Pengadaan Calon Pegmvai Negeri Sipil 

Talnm :2016 di Lingkungan Pemerintah Da~:'rah Knbupaten Kulon Progo Dari Temiga 

1-larian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian. 

61 Nota Kesepahaman Nu mor 16.2/1\:'{()U/l/09/:20 16, 44 'PK .KDH.A /:20 16 an tara Kepala 

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian 

Pertanian dengan Bupati Sleman tentang Pengadaan CaJon Pegmvai Negeri Sipil Tahun 

2016 di Lingkungan P~:'merintah Daernh Kahupatc:n Sknwn Dari TL'naga l-larim1 Lepas 

Tenaga Bantu Penyul uh Perwn ian. 

62. Nota Kcscpahaman No mot· 16.5/ iv10 U/ I/()9i20 I(). 62/l'\KB. '{ k /:20 16 an tara Kepala Badan 

Penyuluhan dan PengL'mbangan Sumher Dayn Manusia Pcrt~mian. Kemcntcrian Pertanian 

ckngan \Valikota Yogyakarta tentang Pengadaan Calon Pegmvai NL'gcri Sipil ·rahun 2016 
eli l.ingkung::m Pcmcrintah Dacr8h Kot8 Yogyakarta Dari ·rcnaga llarian Lepas ·rcnaga 

13<mtu Pcn vu luh Pcrtani an. 

63. Nota Kcscpahaman Nomor l8/MOL!/1/09i20 16. 35 ·r ,:\JIUN 2016 antara Kcpala Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Kementerian Pertanian 

dengan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pcngada<m CaJon Pega\vai Negeri 

Sipil Tahun 2016 eli Li ngkungan Pt:merintah Provinsi DKI Jakarta Dmi Tenaga 1-larian 

L.epas Tenaga B<lntu Pcnyuluh Pertanian. 

64. Nota Kesep<thanwn Nomor 1 0.4'f'v10li/I/09/20 16, B/5~9/111.04 2016 antma Kcpala Badan 

Pcnyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya l'v1anusia Patanian, Kementerian Pertanian 

dengan Bupati Lampung Barat tentang Pc:ngadaan C<don Pegawai Negcri Sipil Tahun 2016 

di Lingkungan Pcmcrintah Dacrah Kahupatcn Lampung Barat Dari I L'l1<t~a llari<tn Lcpas 

Tcnaga Bantu Pcnyuluh Pcrtan ia n. 

65 . Nota Kcsepahaman Nn mor 10 .1 llv10l I f/()9:2() 1 (). :2 / [V·Jol J/ l I K/:20 16 an tara KL'pala Badan 

Pcnyuluhan clan Pcngembangan Sumbcr Daya \1anusia Pcrtan ian. kcmcnterian Pertanian 
dengan Bupati I.ampung Sclatan tentang Pcngadaan C\tlon Pcgawai Ncgcri Sipil ·rahun 
2016 eli l.ingkungan Pcmerintah Daerah Kabupatt:·n Lampung Se!atan Dari ·rcnaga llarian 

Lcpas Tcnaga Bantu Pcnyul uh Pcrtanian. 

66. Nota Kcsepahaman Nomor I 0.:2iMOU/!!09/20 16, 05.JiNK/ LPD.4/20 16 an tara Kepaln 
13adan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya JV1anusia Pertanian. Kemc'nterian 
Pertanian dengan Bupati L11npung Tengah kntang Pengadaan Calon Pcg<1vvai Negcri Sipil 
·1 :ti1Lm :20 I(, di Lingkungan Pcmerintah Daerah Kabupaten Lampung T cngah Dari Tcnaga 

llarian Ll'J1<1S Tt'twga Bantu Pen) ul uh Pcrlanian. 
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